
PERANAN SUB SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 
DALAM PERCEPATAN PENDAFTARAN TANAH DI KANTOR 

PERTANAHAN KABUPATEN PURWOREJO 
 

S k r i p s i 
 

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh  
Sebutan Sarjana Sains Terapan 

 
 
 
 

 
 
 

Oleh : 
 

H E N D A R T O 
NIM. 04132105  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA 
SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL 

 YOGYAKARTA 
2008 

ii 
 



INTISARI 
 

Pendaftaran tanah yang didasarkan pada PP No 10 Tahun 1961 
dan PP No 24 Tahun 1997 belum bisa mendorong lebih cepatnya 
pendaftaran atas bidang tanah di seluruh wilayah Indonesia. Hadirnya Sub 
Seksi Pemberdayaan Masyarakat dengan tugas yang tercantum dalam 
Peraturan Ka. BPN Nomor 4 Tahun 2006 diharapkan bisa mempercepat 
bertambahnya bidang tanah yang terdaftar. Dengan demikian bagaimana 
peranan atau tindakan apa saja yang dilakukan Sub Seksi Pemberdayaan 
Masyarakat pada Kantor Pertanahan Kabupaten Purworejo dalam tugasnya 
mempercepat pendaftaran tanah di Kabupaten Purworejo dan seperti apa 
bentuk program kerja yang dilaksanakannya. 

Untuk mengetahui jawaban permasalahan di atas dilakukan 
penelitian dengan metode deskriptif kualitatif. Data yang diperoleh berupa 
data primer dan sekunder. Data primer diperoleh dari hasil wawancara 
langsung dengan pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Purworejo dan 
tanggapan dari masyarakat yang ada di Kabupaten Purworejo. Data 
sekunder diperoleh dari buku-buku, surat-surat dan dokumen-dokumen yang 
berhubungan dengan masalah yang diteliti. 

Dari hasil penelitian diketahui beberapa hal sebagai berikut: 
Pertama, peranan yang ada hanya sebagai “corong” Kantor Pertanahan.  
Kedua,  percepatan baru bisa dilihat sebatas minat masyarakat yang dalam 
kegiatan Sertipikasi Massal Swadaya (SMS), karena sampai peneliti terjun 
kelapangan belum ada sertipikat hak atas tanah yang terbit hasil dari 
kegiatan tersebut. Ketiga, program kerja Sub Seksi Pemberdayaan 
Masyarakat dalam pelaksanaan tugasnya sesuai Tugas Pokok dan 
Fungsinya belum bisa terealisasikan semuanya. Yang terlealisasi tugasnya 
tersebut yaitu kegiatan, asistensi dan fasilitasi dalam rangka penguatan 
penguasaan. Kegiatan yang belum diralisasikan yaitu iventarisasi Potensi. 
Program kerja  Sub Seksi Pemberdayaan Masyarakat dalam rangka 
asistensi terdiri dari: penyuluhan kegiatan SMS, pemberkasan kegiatan SMS, 
sosialisasi reforma agraria, penyuluhan rutin pertanahan pada tiap 
kecamatan dan pembentukan POKMASDARTIBNAH serta penyuluhan dan 
pemberkasan pada kegiatan UKM. Program kerja dalam rangka fasilitasi 
penguatan penguasaan tanah terdiri dari: Sertipikasi Massal Swadaya (SMS) 
dan UKM.  
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BAB I 

PENDAHULUAN  

A.  Latar Belakang. 

Tanah mempunyai arti yang sangat penting bagi kehidupan 

manusia dalam memenuhi segala kebutuhannya. Salah satunya, tanah 

merupakan modal pokok yang memegang peranan strategis  dalam 

pelaksanaan pembangunan bagi Bangsa Indonesia untuk mewujudkan 

suatu tatanan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan 

Undang-Undang Dasar 1945 (Kartasapoetra, 1992 :63). 

Seiring dengan meningkatnya berbagai kegiatan 

pembangunan, masalah tanah bukan saja masalah yang bermakna 

pertanian saja.  Tanah juga menjadi suatu barang produksi dan investasi. 

Dengan meningkatnya kebutuhan akan tanah, masalah tanah 

berkembang pesat pula menjadi masalah yang memiliki multi dimensi dan 

lintas sektoral. 

Sejalan dengan meningkatnya pembangunan disegala bidang, 

dan mengingat pentingnya peranan tanah, khususnya menyangkut 

penguasaan, pemilikkan, penggunaan dan pengalihannya, sumberdaya 

tanah merupakan unsur yang sangat strategis dalam pembangunan yang 

perlu dikelola dengan ketatalaksanaan yang baik dan melibatkan banyak 

pihak. Hal tersebut bisa dilihat pada proses pengadaan tanah untuk 

pembangunan, yang mana dalam pelaksanaannya melibatkan beberapa 

instasi dan masyarakat luas yang terkena kegiatan tersebut. 
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Peranan Pemerintah di dalam mengelola sumberdaya tanah 

sangat diperlukan. Pengelolaan tidak hanya terbatas pada upaya untuk 

menyempurnakan mekanisme atau kebijakan yang dapat mengalokasikan 

sumberdaya tanah, tetapi diperlukan institusi  khusus guna mengemban 

fungsi agar tanah dapat dimanfaatkan sebesar-besanya untuk 

kesejahteraan masyarakat secara adil dan merata. Mengingat hal tersebut 

di atas, peranan Pemerintah dalam mengelola sumber daya tanah sangat 

diperlukan. Peranan Pemerintah tersebut seyogyanya dapat 

mengalokasikan tanah secara lebih adil dan merata melalui berbagai 

kebijakan, program, kegiatan serta manajemen di bidang pertanahan yang 

baik. 

Pengelolaan sumberdaya tanah diserahkan kepada satu 

lembaga khusus yang mengelola pertanahan, dalam hal ini sebagai 

kepanjangan tangan dari Pemerintah adalah Badan Pertanahan Nasional 

RI. Pembentukan Badan Pertanahan Nasional dilandasi oleh Peraturan 

Presiden Nomor 10 Tahun 2006 pasal 1 (PP No 10 Tahun 2006), yaitu 

mengenai lembaga yang diserahi tugas di bidang pertanahan adalah 

Badan Pertanahan Nasional sebagai Lembaga Pemerintah non 

Departemen yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung 

kepada Presiden. Badan Pertanahan Nasional mempunyai kewajiban 

melaksanakan tugas Pemerintahan di bidang pertanahan secara nasional, 

regional, dan sektoral.   

Salah satu kegiatan yang dikelola oleh Badan Pertanahan 

Nasional RI adalah pendaftaran tanah. Kegiatan tersebut merupakan 
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tugas Pemerintah yang didelegasikan kepada Badan Pertanahan Nasional 

RI. Perintah tersebut  tercantum dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 

1960 Pasal 19 Ayat 1 yang menyatakan : “Untuk menjamin kepastian 

hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah 

Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan 

Peraturan Pemerintah.” 

Kegiatan Pendaftaran Tanah kemudian diperjelas lagi dalam 

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 yang kemudian 

disempurnakan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 

tentang Pendaftaran Tanah yang mana pada Pasal 5  menyatakan bahwa 

: ”Pendaftaran tanah diselenggarakan oleh Badan Pertanahan Nasional 

RI.” sedangkan sebagai pelaksana yang langsung berhubungan dengan 

masyarakat adalah Kantor Pertanahan Kabupaten atau Kota. Hal tersebut 

termuat dalam Pasal 6 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 

1997 yang berbunyi :  

“Dalam rangka penyelenggaraan pendaftaran tanah 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tugas pelaksanaan 
pendaftaran tanah dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan, 
kecuali kegiatan-kegiatan tertentu yang oleh Peraturan 
Pemerintah ini atau perundang-undangan yang bersangkutan 
ditugaskan kepada Pejabat lain.” 
 
 Tujuan pendaftaran tanah adalah untuk memberikan kepastian 

hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang 

tanah, satuan rumah susun dan hak-hak lain yang terdaftar, agar dengan 

mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang 

bersangkutan (Boedi Harsono, 2005:472). Oleh karena itu mendaftarkan 

hak atas tanah merupakan suatu kewajiban yang dibebankan pada 
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negara.  Yang mana negara memiliki kewenangan untuk mengatur dan 

melaksanakan progran pendaftaran hak atas tanah, sedangkan 

masyarakat ikut berpartisipasi dalam rangka mengikuti aturan dan 

program  tersebut. 

Pendaftaran tanah yang didasarkan pada Peraturan 

Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tersebut diharapkan seluruh bidang 

tanah yang ada diseluruh wilayah Indonesia bisa terdaftar. Akan tetapi 

dalam kenyataannya pendaftaran tanah tersebut selama lebih dari 30 

tahun belum cukup memberikan hasil yang memuaskan. Dari sekitar 55 

juta bidang tanah hak memenuhi syarat untuk didaftar, baru lebih kurang 

16.3 juta bidang yang sudah didaftar (Boedi Harsono, 2005:471). 

Berdasarkan kenyataan tersebut, terbitlah Peraturan 

Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah sebagai 

penyempurnaan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961. Peraturan 

tersebut diharapkan bisa mendorong lebih cepatnya pendaftaran atas 

bidang tanah di seluruh wilayah Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 

24 Tahun 1997 dalam pelaksanaanya masih didukung oleh beberapa 

peraturan yang menyertai pelaksanaannya agar proses pendaftaran tanah 

bisa berjalan maksimal.   

Pendaftaran tanah tidak mungkin dapat dilaksanakan secara 

maksimal apabila tidak ada partisipasi masyarakat. Hal tersebut 

disebabkan bukti-bukti pemilikan dan penguasaan atas suatu bidang 

tanah ada pada masyarakat sebagai pemilik hak atau bidang tanah 

tersebut. Partisipasi masyarakat bisa muncul atau bangkit setelah 
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didahului dengan pemberdayaan pada masyarakat itu sendiri di bidang 

pertanahan. Hal tersebut diharapkan bisa meningkatkan pelaksanaan 

pendaftaran tanah di wilayah Indonesia. 

Sejalan dengan itu, agar  tercapai pendaftaran tanah di seluruh 

wilayah Indonesia, dikeluarkan Peraturan Kepala Badan Pertanahan 

Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2006 tentang Organisasi dan 

Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor 

Pertanahan. Dalam Peraturan Kepala BPN-RI tersebut muncul Subseksi-

Subseksi baru dengan tugas yang baru juga. Salah satu Subseksi yang 

baru tersebut adalah Sub Seksi Pemberdayaan Masyarakat. Hal ini 

tertuang  dalam Pasal 52 butir 2 Peraturan Kepala BPN No 4 tahun 2006 

yang berbunyi: 

 “Subsi pemberdayaan masyarakat mempunyai tugas 
menyiapkan bahan inventarisasi potensi, asistensi, fasilitasi 
dalam rangka penguatan penguasaan, dan melaksanakan 
pembinaan partisipasi masyarakat, lembaga masyarakat, mitra 
kerja teknis dalam pengelolaan pertanahan, serta melakukan 
kerja sama pemberdayaan dengan pemerintah kabupaten/kota, 
lembaga keuangan dan dunia usaha, serta bimbingan dan 
pelaksanaan kerjasama pemberdayaan”. 
 
Jika dicermati lebih lanjut tentang bunyi Pasal di atas, maka 

penulis memilah tugas Sub Seksi Pemberdayaan Masyarakat tersebut 

kedalam 4 (empat) bagian, yaitu: 

1.  inventarisasi potensi, asistensi, fasilitasi dalam rangka 

penguatan penguasaan 

2. melaksanakan pembinaan partisipasi masyarakat, lembaga 

masyarakat, mitra kerja teknis dalam pengelolaan pertanahan, 

dan  
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3. melakukan kerja sama pemberdayaan dengan pemerintah 

kabupaten/kota, lembaga keuangan dan dunia usaha,  

4. bimbingan dan pelaksanaan kerjasama pemberdayaan. 

Sub Seksi Pemberdayaan Masyarakat tersebut dengan tugas seperti di 

atas, diharapkan akan membantu mempercepat pendaftaran tanah 

dengan melibatkan partisipasi dari masyarakat itu sendiri. Adanya 

partisipasi atau melibatkan masyarakat dalam suatu kebijakan yang 

muncul dari pemerintah pusat  mengenai pertanahan diharapkan bisa 

dilaksanakan dengan baik dan terarah pada tujuannya. 

 Dengan situasi demikian, Sub Seksi Pemberdayaan 

Masyarakat dapat mendorong terjadinya suatu perubahan, yang mana 

diharapkankan masyarakat pada akhirnyanya bisa ikut berpartisipasi 

dalam percepatan pendaftaran tanah. Pendaftaran tanah akan berjalan 

dengan baik atas dukungan masyarakat dan pembinaan dari pihak 

pemerintah.  

Faktanya selama ini, keterlibatan masyarakat atau partisipasi 

masyarakat hanya dilihat dalam konteks yang sempit, artinya manusia 

cukup dipandang sebagai  suatu objek penderita atau objek kegiatan 

dalam pelaksanaan berbagai kegiatan tanpa dilihat seberapa besar 

partisipasinya atau potensi keterlibatan dari masyarakat kurang ditanggapi 

dengan baik. Dengan kondisi ini, peran serta masyarakat terbatas pada  

penerapan program; untuk menjadi kreatif, daya masyarakat tidak 

dikembangkan dari dalam dirinya dan harus menerima keputusan yang 

sudah diambil pihak luar, sehingga partisipasi mencapai bentuknya yang 
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pasif atau tak ada tanggapan dari masyarakat (Midgley, dalam 

Vidhyandika Moeljarto dalam Wrihatnolo, 2007:114). 

Definisi di atas menyatakan  bahwa keterlibatan masyarakat 

dari mulai pembuatan keputusan, penerapan keputusan, penikmatan hasil 

sampai evaluasi sangat kurang. Dengan  adanya pemberdayaan 

masyarakatr diharapkan bisa menciptakan partisipasi dari masyarakat. Hal 

tersebut bisa dilihat dari mulai sadarnya masyarakat akan situasi dan 

masalah yang dihadapinya serta berupaya mencari jalan keluar yang 

dapat dipakai untuk mengatasi masalah mereka.  

Adanya suatu pemberdayaan masyarakat dari Kantor 

Pertanahan diharapkan masyarakat bisa ikut terlibat dalam segala 

sesuatu yang menyangkut pertanahan. Namun pada kenyataannya 

masyarakat masih saja ada beberapa orang yang kurang  peduli terhadap 

program yang diberikan oleh pihak Kantor Pertanahan. 

 Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk membuat 

penelitian dengan judul “PERANAN SUB SEKSI PEMBERDAYAAN 

MASYARAKAT DALAM PERCEPATAN PENDAFTARAN TANAH DI 

KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PURWOREJO.” 
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B.  Rumusan Masalah  

Sub seksi Pemberdayaan Masyarakat merupakan Sub Seksi 

baru pada Kantor Pertanahan. Sub Seksi tersebut memiliki tugas antara 

lain :  

1. inventarisasi potensi, asistensi, fasilitasi dalam rangka penguatan 

penguasaan, dan 

2. melaksanakan pembinaan partisipasi masyarakat, lembaga 

masyarakat, mitra kerja teknis dalam pengelolaan pertanahan, serta  

3. melakukan kerja sama pemberdayaan dengan pemerintah 

kabupaten/kota, lembaga keuangan dan dunia usaha,  

4. bimbingan dan pelaksanaan kerjasama pemberdayaan 

. Tugas-tugas tersebut nantinya akan berujung pada penguatan 

hak-hak masyarakat dan meningkatnya kesejahteraan masyarakat 

dengan melibatkan peran aktif masyarakat itu sendiri. Penguatan hak 

masyarakat tersebut muncul dengan adanya pendaftaran hak atas 

tanahnya ke Kantor Pertanahan setempat. 

Berdasarkan uraian tersebut, penulis merumuskan 

permasalahan sebagai berikut : 

1. Apa peranan atau tindakan yang telah dijalankan Sub Seksi 

Pemberdayaan Masyarakat dalam melaksanakan tugasnya guna 

percepatan Pendaftaran Tanah? 

2. Apa bentuk program kerja yang telah dilaksanakan Sub Seksi 

Pemberdayaan Masyarakat  agar proses percepatan Pendaftaran 

Tanah di Kabupaten Purworejo bisa terlaksana?.  
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C.  Pembatasan Masalah 

Karena begitu luasnya program kerja subseksi pemberdayaan 

masyarakat dan terbatasnya waktu serta kemampuan penulis dalam 

penelitian ini, sehingga penulis hanya akan meneliti tentang inventarisasi 

potensi, asistensi, dan fasilitasi dalam rangka penguatan penguasaan, 

dalam rangka percepatan pendaftaran tanah pada Kantor Pertanahan 

Kabupaten Purworejo .  

 

D.  Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian : 

a. Untuk mengetahui peranan atau tindakan apa saja yang 

dilakukan Sub Seksi Pemberdayaan Masyarakat pada 

Kantor Pertanahan Kabupaten Purworejo dalam tugasnya 

mempercepat pendaftaran tanah di Kabupaten Purworejo. 

b. Untuk mengetahui bentuk program kerja yang dilaksanakan 

serta memperoleh data mengenai hambatan-hambatan atau 

kendala-kendala dan alternatif solusi yang diberikan dalam 

pelaksanaan pemberdayaan masyarakat tersebut sehingga 

tercapai kepuasan dari semua pihak. 

2. Kegunaan Penelitian : 

a. Secara teoretis, diharapkan dapat memberikan sumbangan 

pemikiran bagi mahasiswa dan akademisi dalam rangka 

pengembangan pemberdayaan kemasyarakatan. 
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b. Bagi birokrat terkait dan Kantor Pertanahan Kabupaten 

Purworejo, dapat memenfaatkan hasil penelitian ini sebagai 

referensi maupun evaluasi pelaksanaan pemberdayaan 

masyarakat. 

c. Bagi Pemerintah Pusat, sebagai masukan untuk memantau 

efektifitas pelaksanaan  pemberdayaan masyarakat. 
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BAB VI 

PENUTUP  

 

A. Kesimpulan 

Jika dilihat dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah 

diuraikan pada bab-bab sebelumya, maka dapat ditarik kesimpulan 

bahwa: 

a. Bahwa peranan Sub Seksi Pemberdayaan Masyarakat dalam 

melaksanakan tugasnya sesuai Tugas Pokok dan Fungsinya belum 

bisa terlaksanakan semuanya. Yang terealisasi tugasnya tersebut 

yaitu kegiatan, asistensi dan fasilitasi dalam rangka penguatan 

penguasaan itupun berupa penyuluhan. Kegiatan yang belum 

terealisasi yaitu iventarisasi Potensi 

b. Program kerja  Sub Seksi Pemberdayaan Masyarakat dalam 

rangka asistensi terdiri dari: penyuluhan kegiatan SMS, 

pemberkasan kegiatan SMS, sosialisasi reforma agraria, 

penyuluhan rutin pertanahan pada tiap kecamatan dan 

pembentukan POKMASDARTIBNAH serta penyuluhan dan 

pemberkasan pada kegiatan UKM.  

Program kerja dalam fasilitasi rangka penguatan penguasaan tanah 

terdiri dari: Sertipikasi Massal Swadaya (SMS) dan UKM.  

Program kerja dalam inventarisasi potensibelum berjalan 

disebabkan Sub Seksi Pemberdayaan Masyarakat sedang sibuk 

dalam rangka penyelesaian kegiatan SMS.  
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B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan pada bab-bab 

sebelumnya, maka penulis menyampaikan saran, adapun beberapa 

saran yang dapat dikemukakan diantaranya adalah: 

a. Upaya yang ditempuh dalam pemberdayaan masyarakat sudah 

cukup baik, namun koordinasi antar individu maupun instansi perlu 

di tingkatkan. Hal ini akan berdampak pada hasil yang semakin 

meningkat. Sehingga fungsi BPN sebagai pelayan masyarakat 

semakin baik.  

b. Peranan Desa atau Kelurahan masih dominan terhadap 

pelaksanaan Pendaftaran Tanah, sehingga pihak Kantor 

Pertanahan Kabupaten dan Pemda Kabupaten Purworejo harus 

membuat kesepakatan dengan Desa atau Kelurahan setempat agar 

pola kerja sama bisa lebih ditingkatkan lagi.  

c. Penelitian yang dilakukan masih relatif sempit, yaitu hanya pada 

kisaran Kabupaten Purworejo. Sehingga masih diperlukan penilitian 

lebih lanjut tentang pemberdayaan masyarakat pada bidang 

pertanahan di beberapa kabupaten didalam dan diluar provinsi 

yang peneliti lakukan. 
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	INTISARI 
	 
	Pendaftaran tanah yang didasarkan pada PP No 10 Tahun 1961 dan PP No 24 Tahun 1997 belum bisa mendorong lebih cepatnya pendaftaran atas bidang tanah di seluruh wilayah Indonesia. Hadirnya Sub Seksi Pemberdayaan Masyarakat dengan tugas yang tercantum dalam Peraturan Ka. BPN Nomor 4 Tahun 2006 diharapkan bisa mempercepat bertambahnya bidang tanah yang terdaftar. Dengan demikian bagaimana peranan atau tindakan apa saja yang dilakukan Sub Seksi Pemberdayaan Masyarakat pada Kantor Pertanahan Kabupaten Purworejo dalam tugasnya mempercepat pendaftaran tanah di Kabupaten Purworejo dan seperti apa bentuk program kerja yang dilaksanakannya. 
	Untuk mengetahui jawaban permasalahan di atas dilakukan penelitian dengan metode deskriptif kualitatif. Data yang diperoleh berupa data primer dan sekunder. Data primer diperoleh dari hasil wawancara langsung dengan pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Purworejo dan tanggapan dari masyarakat yang ada di Kabupaten Purworejo. Data sekunder diperoleh dari buku-buku, surat-surat dan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. 
	Dari hasil penelitian diketahui beberapa hal sebagai berikut: Pertama, peranan yang ada hanya sebagai “corong” Kantor Pertanahan.  Kedua,  percepatan baru bisa dilihat sebatas minat masyarakat yang dalam kegiatan Sertipikasi Massal Swadaya (SMS), karena sampai peneliti terjun kelapangan belum ada sertipikat hak atas tanah yang terbit hasil dari kegiatan tersebut. Ketiga, program kerja Sub Seksi Pemberdayaan Masyarakat dalam pelaksanaan tugasnya sesuai Tugas Pokok dan Fungsinya belum bisa terealisasikan semuanya. Yang terlealisasi tugasnya tersebut yaitu kegiatan, asistensi dan fasilitasi dalam rangka penguatan penguasaan. Kegiatan yang belum diralisasikan yaitu iventarisasi Potensi. Program kerja  Sub Seksi Pemberdayaan Masyarakat dalam rangka asistensi terdiri dari: penyuluhan kegiatan SMS, pemberkasan kegiatan SMS, sosialisasi reforma agraria, penyuluhan rutin pertanahan pada tiap kecamatan dan pembentukan POKMASDARTIBNAH serta penyuluhan dan pemberkasan pada kegiatan UKM. Program kerja dalam rangka fasilitasi penguatan penguasaan tanah terdiri dari: Sertipikasi Massal Swadaya (SMS) dan UKM.  
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	BAB I.doc
	BAB I 
	PENDAHULUAN  
	A.  Latar Belakang. 
	Tanah mempunyai arti yang sangat penting bagi kehidupan manusia dalam memenuhi segala kebutuhannya. Salah satunya, tanah merupakan modal pokok yang memegang peranan strategis  dalam pelaksanaan pembangunan bagi Bangsa Indonesia untuk mewujudkan suatu tatanan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 (Kartasapoetra, 1992 :63). 
	Seiring dengan meningkatnya berbagai kegiatan pembangunan, masalah tanah bukan saja masalah yang bermakna pertanian saja.  Tanah juga menjadi suatu barang produksi dan investasi. Dengan meningkatnya kebutuhan akan tanah, masalah tanah berkembang pesat pula menjadi masalah yang memiliki multi dimensi dan lintas sektoral. 
	Sejalan dengan meningkatnya pembangunan disegala bidang, dan mengingat pentingnya peranan tanah, khususnya menyangkut penguasaan, pemilikkan, penggunaan dan pengalihannya, sumberdaya tanah merupakan unsur yang sangat strategis dalam pembangunan yang perlu dikelola dengan ketatalaksanaan yang baik dan melibatkan banyak pihak. Hal tersebut bisa dilihat pada proses pengadaan tanah untuk pembangunan, yang mana dalam pelaksanaannya melibatkan beberapa instasi dan masyarakat luas yang terkena kegiatan tersebut. 
	Peranan Pemerintah di dalam mengelola sumberdaya tanah sangat diperlukan. Pengelolaan tidak hanya terbatas pada upaya untuk menyempurnakan mekanisme atau kebijakan yang dapat mengalokasikan sumberdaya tanah, tetapi diperlukan institusi  khusus guna mengemban fungsi agar tanah dapat dimanfaatkan sebesar-besanya untuk kesejahteraan masyarakat secara adil dan merata. Mengingat hal tersebut di atas, peranan Pemerintah dalam mengelola sumber daya tanah sangat diperlukan. Peranan Pemerintah tersebut seyogyanya dapat mengalokasikan tanah secara lebih adil dan merata melalui berbagai kebijakan, program, kegiatan serta manajemen di bidang pertanahan yang baik. 
	Pengelolaan sumberdaya tanah diserahkan kepada satu lembaga khusus yang mengelola pertanahan, dalam hal ini sebagai kepanjangan tangan dari Pemerintah adalah Badan Pertanahan Nasional RI. Pembentukan Badan Pertanahan Nasional dilandasi oleh Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2006 pasal 1 (PP No 10 Tahun 2006), yaitu mengenai lembaga yang diserahi tugas di bidang pertanahan adalah Badan Pertanahan Nasional sebagai Lembaga Pemerintah non Departemen yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Badan Pertanahan Nasional mempunyai kewajiban melaksanakan tugas Pemerintahan di bidang pertanahan secara nasional, regional, dan sektoral.   
	Salah satu kegiatan yang dikelola oleh Badan Pertanahan Nasional RI adalah pendaftaran tanah. Kegiatan tersebut merupakan tugas Pemerintah yang didelegasikan kepada Badan Pertanahan Nasional RI. Perintah tersebut  tercantum dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 Pasal 19 Ayat 1 yang menyatakan : “Untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah.” 
	Kegiatan Pendaftaran Tanah kemudian diperjelas lagi dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 yang kemudian disempurnakan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang mana pada Pasal 5  menyatakan bahwa : ”Pendaftaran tanah diselenggarakan oleh Badan Pertanahan Nasional RI.” sedangkan sebagai pelaksana yang langsung berhubungan dengan masyarakat adalah Kantor Pertanahan Kabupaten atau Kota. Hal tersebut termuat dalam Pasal 6 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 yang berbunyi :  
	“Dalam rangka penyelenggaraan pendaftaran tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tugas pelaksanaan pendaftaran tanah dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan, kecuali kegiatan-kegiatan tertentu yang oleh Peraturan Pemerintah ini atau perundang-undangan yang bersangkutan ditugaskan kepada Pejabat lain.” 
	 
	 Tujuan pendaftaran tanah adalah untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun dan hak-hak lain yang terdaftar, agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan (Boedi Harsono, 2005:472). Oleh karena itu mendaftarkan hak atas tanah merupakan suatu kewajiban yang dibebankan pada negara.  Yang mana negara memiliki kewenangan untuk mengatur dan melaksanakan progran pendaftaran hak atas tanah, sedangkan masyarakat ikut berpartisipasi dalam rangka mengikuti aturan dan program  tersebut. 
	Pendaftaran tanah yang didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tersebut diharapkan seluruh bidang tanah yang ada diseluruh wilayah Indonesia bisa terdaftar. Akan tetapi dalam kenyataannya pendaftaran tanah tersebut selama lebih dari 30 tahun belum cukup memberikan hasil yang memuaskan. Dari sekitar 55 juta bidang tanah hak memenuhi syarat untuk didaftar, baru lebih kurang 16.3 juta bidang yang sudah didaftar (Boedi Harsono, 2005:471). 
	Berdasarkan kenyataan tersebut, terbitlah Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah sebagai penyempurnaan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961. Peraturan tersebut diharapkan bisa mendorong lebih cepatnya pendaftaran atas bidang tanah di seluruh wilayah Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 dalam pelaksanaanya masih didukung oleh beberapa peraturan yang menyertai pelaksanaannya agar proses pendaftaran tanah bisa berjalan maksimal.   
	Pendaftaran tanah tidak mungkin dapat dilaksanakan secara maksimal apabila tidak ada partisipasi masyarakat. Hal tersebut disebabkan bukti-bukti pemilikan dan penguasaan atas suatu bidang tanah ada pada masyarakat sebagai pemilik hak atau bidang tanah tersebut. Partisipasi masyarakat bisa muncul atau bangkit setelah didahului dengan pemberdayaan pada masyarakat itu sendiri di bidang pertanahan. Hal tersebut diharapkan bisa meningkatkan pelaksanaan pendaftaran tanah di wilayah Indonesia. 
	Sejalan dengan itu, agar  tercapai pendaftaran tanah di seluruh wilayah Indonesia, dikeluarkan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan. Dalam Peraturan Kepala BPN-RI tersebut muncul Subseksi-Subseksi baru dengan tugas yang baru juga. Salah satu Subseksi yang baru tersebut adalah Sub Seksi Pemberdayaan Masyarakat. Hal ini tertuang  dalam Pasal 52 butir 2 Peraturan Kepala BPN No 4 tahun 2006 yang berbunyi: 
	 “Subsi pemberdayaan masyarakat mempunyai tugas menyiapkan bahan inventarisasi potensi, asistensi, fasilitasi dalam rangka penguatan penguasaan, dan melaksanakan pembinaan partisipasi masyarakat, lembaga masyarakat, mitra kerja teknis dalam pengelolaan pertanahan, serta melakukan kerja sama pemberdayaan dengan pemerintah kabupaten/kota, lembaga keuangan dan dunia usaha, serta bimbingan dan pelaksanaan kerjasama pemberdayaan”. 
	 
	Jika dicermati lebih lanjut tentang bunyi Pasal di atas, maka penulis memilah tugas Sub Seksi Pemberdayaan Masyarakat tersebut kedalam 4 (empat) bagian, yaitu: 
	1.  inventarisasi potensi, asistensi, fasilitasi dalam rangka penguatan penguasaan 
	2. melaksanakan pembinaan partisipasi masyarakat, lembaga masyarakat, mitra kerja teknis dalam pengelolaan pertanahan, dan  
	3. melakukan kerja sama pemberdayaan dengan pemerintah kabupaten/kota, lembaga keuangan dan dunia usaha,  
	4. bimbingan dan pelaksanaan kerjasama pemberdayaan. 
	Sub Seksi Pemberdayaan Masyarakat tersebut dengan tugas seperti di atas, diharapkan akan membantu mempercepat pendaftaran tanah dengan melibatkan partisipasi dari masyarakat itu sendiri. Adanya partisipasi atau melibatkan masyarakat dalam suatu kebijakan yang muncul dari pemerintah pusat  mengenai pertanahan diharapkan bisa dilaksanakan dengan baik dan terarah pada tujuannya. 
	 Dengan situasi demikian, Sub Seksi Pemberdayaan Masyarakat dapat mendorong terjadinya suatu perubahan, yang mana diharapkankan masyarakat pada akhirnyanya bisa ikut berpartisipasi dalam percepatan pendaftaran tanah. Pendaftaran tanah akan berjalan dengan baik atas dukungan masyarakat dan pembinaan dari pihak pemerintah.  
	Faktanya selama ini, keterlibatan masyarakat atau partisipasi masyarakat hanya dilihat dalam konteks yang sempit, artinya manusia cukup dipandang sebagai  suatu objek penderita atau objek kegiatan dalam pelaksanaan berbagai kegiatan tanpa dilihat seberapa besar partisipasinya atau potensi keterlibatan dari masyarakat kurang ditanggapi dengan baik. Dengan kondisi ini, peran serta masyarakat terbatas pada  penerapan program; untuk menjadi kreatif, daya masyarakat tidak dikembangkan dari dalam dirinya dan harus menerima keputusan yang sudah diambil pihak luar, sehingga partisipasi mencapai bentuknya yang pasif atau tak ada tanggapan dari masyarakat (Midgley, dalam Vidhyandika Moeljarto dalam Wrihatnolo, 2007:114). 
	Definisi di atas menyatakan  bahwa keterlibatan masyarakat dari mulai pembuatan keputusan, penerapan keputusan, penikmatan hasil sampai evaluasi sangat kurang. Dengan  adanya pemberdayaan masyarakatr diharapkan bisa menciptakan partisipasi dari masyarakat. Hal tersebut bisa dilihat dari mulai sadarnya masyarakat akan situasi dan masalah yang dihadapinya serta berupaya mencari jalan keluar yang dapat dipakai untuk mengatasi masalah mereka.  
	Adanya suatu pemberdayaan masyarakat dari Kantor Pertanahan diharapkan masyarakat bisa ikut terlibat dalam segala sesuatu yang menyangkut pertanahan. Namun pada kenyataannya masyarakat masih saja ada beberapa orang yang kurang  peduli terhadap program yang diberikan oleh pihak Kantor Pertanahan. 
	 Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk membuat penelitian dengan judul “PERANAN SUB SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PERCEPATAN PENDAFTARAN TANAH DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PURWOREJO.” 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	B.  Rumusan Masalah  
	Sub seksi Pemberdayaan Masyarakat merupakan Sub Seksi baru pada Kantor Pertanahan. Sub Seksi tersebut memiliki tugas antara lain :  
	1. inventarisasi potensi, asistensi, fasilitasi dalam rangka penguatan penguasaan, dan 
	2. melaksanakan pembinaan partisipasi masyarakat, lembaga masyarakat, mitra kerja teknis dalam pengelolaan pertanahan, serta  
	3. melakukan kerja sama pemberdayaan dengan pemerintah kabupaten/kota, lembaga keuangan dan dunia usaha,  
	4. bimbingan dan pelaksanaan kerjasama pemberdayaan 
	. Tugas-tugas tersebut nantinya akan berujung pada penguatan hak-hak masyarakat dan meningkatnya kesejahteraan masyarakat dengan melibatkan peran aktif masyarakat itu sendiri. Penguatan hak masyarakat tersebut muncul dengan adanya pendaftaran hak atas tanahnya ke Kantor Pertanahan setempat. 
	Berdasarkan uraian tersebut, penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut : 
	1. Apa peranan atau tindakan yang telah dijalankan Sub Seksi Pemberdayaan Masyarakat dalam melaksanakan tugasnya guna percepatan Pendaftaran Tanah? 
	2. Apa bentuk program kerja yang telah dilaksanakan Sub Seksi Pemberdayaan Masyarakat  agar proses percepatan Pendaftaran Tanah di Kabupaten Purworejo bisa terlaksana?.  
	C.  Pembatasan Masalah 
	Karena begitu luasnya program kerja subseksi pemberdayaan masyarakat dan terbatasnya waktu serta kemampuan penulis dalam penelitian ini, sehingga penulis hanya akan meneliti tentang inventarisasi potensi, asistensi, dan fasilitasi dalam rangka penguatan penguasaan, dalam rangka percepatan pendaftaran tanah pada Kantor Pertanahan Kabupaten Purworejo .  
	 
	D.  Tujuan dan Kegunaan Penelitian 
	1. Tujuan Penelitian : 
	a. Untuk mengetahui peranan atau tindakan apa saja yang dilakukan Sub Seksi Pemberdayaan Masyarakat pada Kantor Pertanahan Kabupaten Purworejo dalam tugasnya mempercepat pendaftaran tanah di Kabupaten Purworejo. 
	b. Untuk mengetahui bentuk program kerja yang dilaksanakan serta memperoleh data mengenai hambatan-hambatan atau kendala-kendala dan alternatif solusi yang diberikan dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat tersebut sehingga tercapai kepuasan dari semua pihak. 
	2. Kegunaan Penelitian : 
	a. Secara teoretis, diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi mahasiswa dan akademisi dalam rangka pengembangan pemberdayaan kemasyarakatan. 
	b. Bagi birokrat terkait dan Kantor Pertanahan Kabupaten Purworejo, dapat memenfaatkan hasil penelitian ini sebagai referensi maupun evaluasi pelaksanaan pemberdayaan masyarakat. 
	c. Bagi Pemerintah Pusat, sebagai masukan untuk memantau efektifitas pelaksanaan  pemberdayaan masyarakat. 
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	BAB II 
	TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN 
	 
	A. Tinjauan Pustaka 
	1. Fungsi Tanah 
	Sebutan tanah dalam bahasa Indonesia dapat dipakai dalam berbagai arti, maka dalam hal ini penulis perlu memberi batasan mengenai tanah tersebut. Dalam Hukum Tanah kata sebutan “tanah” dipakai dalam arti yuridis, sebagai suatu pengertian yang telah diberi batasan resmi oleh UUPA. Dalam Pasal 4 Ayat 1 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 menyatakan, bahwa :  
	“Atas dasar hak menguasai dari Negara Sebagai yang dimaksud dalam Pasal 2 ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi, yang disebut tanah, yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang-orang lain serta badan-badan hukum.”  
	 
	Dengan demikian jelaslah, bahwa tanah dalam pengertian yuridis adalah permukaan bumi, sedangkan pengertian hak atas tanah adalah hak atas sebagian tertentu permukaan bumi, yang berbatas, berdimensi dua dengan ukuran panjang dan lebar (Boedi Harsono, 2005:18). Selanjutnya ayat (2) dari Pasal 4 tersebut menyatakan bahwa hak-hak atas tanah tersebut memberi wewenang untuk mempergunakan tanah yang bersangkutan, demikian pula tubuh bumi dan air serta ruang angkasa yang ada di atasnya sekedar diperlukan untuk kepentingan yang langsung berhubungan dengan penggunaan tanah itu dalam batas-batas menurut UUPA dan peraturan-peraturan hukum lainnya yang lebiyh tinggi.  
	Dengan demikian penggunaan tanah, pasti menggunakan juga tubuh buminya dan ruang angkasa yang ada diatasnya. Hal tersebut merupakan satu kesatuan yang utuh tak terpisahkan. Seperti yang penulis ketahui bahwa dalam pembangunan suatu bangunan akan memakai ruang berupa udara diatasnya dan ruang dibawah tanah sebagai pondasi atau bahkan berupa suatu ruangan yang lain berupa tempat parkir atau gudang. 
	Di Australia (Negara Bagian New South Wales) sekarang ini, makna yuridis “tanah” (“land”) adalah suatu areal dari ruang tiga dimensi, yang berada pada, diatas dan dibawah permukaan bumi. Lebih lengkap Peter Butt (1996:10), mengatakan: 
	“ultimately,as a juristic concept “land” is an area of three-dimensional space, its position identified by natural or imaginari points located by reference to the earth’s surface. This space may be on the earth’s surface, or above it or below it; or it may be on the surface, but extend also from below to the surface to above it.it may be a void, for any three-dimensional quantum of the airspace can be “land”; or it6 may have contents. If it has contents that are fixed in position, those fixed contents are part of the “land”. But the “land” is more than those fixed contents. The contents of the space may be physically severed, destroyed or consumed, but the space itself -and so the “land”- remain. In this sense, land is indestructible. It is also immovable, as distinct from chattels, which are movable.” 
	  
	Dari definisi diatas, pengertian tanah menurut UUPA dan tanah menurut Peter Butt terdapat persamaan pengertian, yakni permukaan bumi; pemilikan terhadap permukaan bumi; dan penggunaannya diatas permukaan bumi. Perbedaan yang mendasar dari kedua makna tanah tersebut adalah: UUPA dalam masalah pengaturan pengambilan kekayaan alam yang terkandung dalam bumi, air, dan ruang angkasa diatur oleh negara. Sebagai pemilik tanah diatasnya tidak berhak atas kekayaan alam tersebut karena bertentangan dengan Pasal 33 Ayat 3 UUD Tahun 1945. 
	Dalam pengertian tanah secara 3 (tiga) dimensi tersebut yang diungkapkan oleh Peter Butt (1996 : 12) ada suatu pepatah yang menyatakan: “the person who owns land owns it from the heaven above to the earth below”. The meaning conveyed is og ownership extending above to the heavens and below to the earth’s center. Dengan kata lain bahwa kepemilikan akan suatu bidang tanah termasuk juga memiliki angkasa diatasnya dan kekayaan alam didalamnya. 
	Penggunaan makna yuridis tentang tanah pada akhirnya tergantung kepada konsepsi atau falsafah masing-masing negara. Bangsa Indonesia yang mendasari falsafahnya yaitu falsafah komunalistik religius (Sitorus, 2004:21). Hal itu sejalan dengan pandangan hidup masyarakat Indonesia asli dalam memandang hubungan antara manusia pribadi dengan masyarakat yang selalu mengutamakan/mendahulukan kepentingan masyarakat.lain halnya dengan konsepsi atau falsafah hukum barat, yang mana lebih mengedepankan ‘individual-liberal”. Menurut Sitorus (2004:27), disebut ‘individualistik’ karena berpangkal dari hak milik perorangan (hak Eigendom). Hak tersebut merupakan hak penguasaan atas tanah tertinggi. 
	Ada 3 (tiga) Kebutuhan masyarakat Indonesia yang terkaitan dengan tanah.  Pertama, masyarakat Indonesia membutuhkan tanah untuk memperoleh pendapatan guna menunjang kehidupan mereka, seperti halnya tanah pertanian yang mana dengan ditanami tanaman kebutuhan pokok akan bisa menutupi kebutuhan pangan. Kedua, masyarakat membutuhkan tanah untuk mendirikan rumah tempat tinggal mereka. Ketiga, masyarakat membutuhkan tanah untuk tempat tinggalnya yang terakhir hidup mereka di dunia ini (Loekman Soetrisno, 1995:61). Jadi pada intinya tanah mempunyai fungsi sebagai tempat tinggal, modal dan juga sebagai tempat peristirahatan terakhir, yakni pemakaman. Sebagai modal, pemilik tanah pertanian yang cukup luas akan mendapat penghasilan yang lebih besar dari hasil pemanfaatannya dibanding dengan pemilik tanah pertanian yang lebih sempit. 
	Sementara itu tanah juga merupakan aset ekonomi bagi pemiliknya serta merupakan asset politik bagi si pemilik untuk dapat aktif dalam proses pengambilan keputusan pada tingkat desa (Loekman Soetrisno, 1995 ; 67). Hal tersebut bisa dilihat pada desa-desa yang masih memiliki tanah pertanian yang luas, pemilik tanah yang memiliki tanah pertanian yang cukup luas bisa mempekerjakan masyarakat yang tidak memiliki tanah pertanian. Selain itu pemilik tanah akan didengar aspirasinya oleh aparat desa setempat. Mengingat demikian besarnya peranan dan fungsi tanah dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan politik maka pemerintah harus dengan bijak dalam pengaturannya agar tidak terjadi suatu konflik yang berkepanjanagan. 
	Sangat luasnya wilayah daratan Indonesia, akan membawa konsekuensi tersendiri dalam proses pengaturan dan pendaftaran tanahnya. Untuk meringankan konsekuensi yang ada masyarakat harus dilibatkan dan ikut berpartisipasi dalam pendaftaran tanah. Partisipasi tersebut bisa bangkit  jika sebelumnya diadakan pemberdayaan terlebih dahulu. Hal tersebut disebabkan karena “ pemerintah tidak punya uang cukup banyak untuk melakukan pembangunan, namun juga karena model ini akan menjadikan pembangunan sebagai kewajiban bersama antara pemerintah dan rakyat (Wrihatnolo, 2007:10). 
	Tanah sebagai salah satu penunjang pembangunan, perlu menjadikan pemberdayaan sebagai nilai dan pilihan kebijakan, sekaligus sebagai pembelajaran sosial. Dalam konteks fungsi tanah yang merupakan salah satu kebutuhan pokok. Dimana tanah merupakan tempat berbagai kegiatan manusia dilaksanakan. Dalam kepemilikan tanah tersebut, si pemilik tanah dipandang perlu untuk diberdayakan agar tanah bisa digunakan sebagaimana peruntukannya. Selain itu bagi tanah yang sudah terdaftar atau bersertipikat tanah merupakan modal awal. Pada akhirnya, pemberdayaan dipandang sebagai jawaban atas tantangan konsep pertumbuhan yang mendominasi pemikiran para pengambil kebijakan publik yang ternyata cenderung melupakan kebutuhan rakyat pada level akar rumput(Wrihatnolo, 2007:31) 
	 
	2. Badan Pertanahan Nasional  
	Pengelolaan tanah di Indonesia didasarkan pada arah kebijakan tanah sebagaimana tercantum dalam pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi “Bumi, air, dan ruang angkasa yang terkandung di dalamnya dikuasai negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat”. Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 ini selanjutnya dijabarkan dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 yang selanjutnya dikenal dengan istilah Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA).    
	Tanggal 24 September 1960 diterbitkan Undang-undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria atau dikenal dengan nama UUPA, dan  sekaligus lahir Hukum Tanah Nasional. Dengan mulai berlakunya UUPA terjadi perubahan fundamental pada Hukum Agraria di Indonesia, terutama hukum di bidang pertanahan, karena baik mengenai struktur perangkat hukumnya, mengenai konsepsi yang mendasarinya maupun isinya, yang dinyatakan dalam bagian “Berpendapat” UUPA harus sesuai dengan kepentingan rakyat Indonesia serta memenuhi pula keperluannya menurut permintaan zaman (Boedi Harsono ,2005:1). 
	 
	Dengan berlakunya UUPA, Indonesia memiliki perangkat hukum tertulis tentang pertanahan sendiri. Sehingga masalah pengelolaan pertanahan menjadi suatu hal yang tidak berbelit-belit dan  memberi berbagai kemudahan bagi masyarakatnya.   
	“UUPA adalah Undang-Undang nasional pertama yang meletakkan dasar-dasar bagi perombakan untuk pembaruan hukum tanah dan agraria di Indonesia. Undang-undang ini merombak struktur pemilikan tanah dan hubungan agraria sejak masa penjajahan Hindia Belanda yang tujuan politiknya hanya untuk menjamin kepentingan orang dan modal asing menjadi menjamin kepentingan rakyat sebagai warga negara Indonesia. UUPA dengan tepat menerjemahkan pasal 33 ayat 3 UUD 1945 untuk menghapus kedudukan negara sebagai pemilik tanah dan menggantikan hukum tanah serta agraria Belanda dengan hukum adat, yang lebih mencerminkan rasa keadilan rakyat Indonesia. Jadi UUPA sudah meletakkan dasar-dasar bagi arah politik, hukum dan administrasi negara serta pertanahan Indonesia yang baru, sehingga cukup beralasan untuk mengatakan bahwa UUPA tidak hanya mengadakan pembaruan agraria tetapi juga pembaruan hukum pertanahan  nasional  secara keseluruhan”  (Herman Soesangobeng, 2002 : 34). 
	Hak menguasai Negara yang rinciannya meliputi kewenangan untuk mengatur, menentukan, dan menyelenggarkan berbagai kegiatan sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (2) UUPA, ditafsirkan secara otentik oleh UUPA sebagai hubungan hukum yang bersifat hubungan publik semata (Boedi Harsono, 2005 : 232). Ini berarti secara prinsip pengelolaan pertanahan dilaksanakan oleh Pemerintah. Oleh karena itu peranan pemerintah di dalam mengelola sumber daya tanah sangat diperlukan, dan perlu adanya suatu lembaga khusus guna mengemban fungsi agar tanah dapat dimanfaatkan sebesar-besanya untuk kesejahteraan masyarakat secara adil dan merata.  
	Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 10 tahun 2006 pasal 1, lembaga yang diserahi tugas di bidang pertanahan adalah Badan Pertanahan Nasional sebagai lembaga pemerintah non departemen yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Badan Pertanahan Nasional mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintah di bidang pertanahan secara nasional, regional dan sektoral. Tugas yang harus dilaksanakan oleh Badan Pertanahan Nasional sebagaimana yang diamanatkan pemerintah salah satunya adalah menjalankan fungsi Pelaksanaan Pendaftaran tanah dalam rangka menjamin kepastian hukum dan melaksanakan pemberdayaan masyarakat dibidang pertanahan. Perintah tersebut  tercantum dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 Pasal 19 Ayat 1 yang menyatakan : “Untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah diseluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah.” Pendaftaran Tanah tersebut lebih dijelaskan lagi dalam Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2006 pasal 3 huruf “f” yaitu pelaksanaan pendaftaran tanah dalam rangka menjamin kepastian hukum. 
	Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya di daerah, Badan Pertanahan Nasional membentuk Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi di Provinsi dan Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota di Kabupaten/Kota. Dengan demikian, Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota merupakan ujung tombak dalam proses pelayanan pertanahan kepada masyarakat. Hal tersebut sejalan dengan PP No 24 Tahun1997 Pasal 6 Ayat 1 yang menerangkan bahwa tugas pelaksanaan pendaftaran tanah dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan. 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Bagan struktur organisasi Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota menurut Peraturan Kepala BPN Nomor 4 Tahun 2006 adalah: 
	 
	Gambar 1 : Struktur organisasi Kantor Pertanahan  
	Kabupaten/Kota 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Dalam pelaksanaannya, kegiatan pendaftaran tanah melibatkan semua bagian dalam struktur organiasi tingkat Kabupaten /Kota. Salah satunya yaitu, Sub Seksi yang merupakan ujung tombak dalam memandirikan masyarakat dibidang pertanahan. Sub Seksi tersebut dalam tugasnya selalu berhadapan dan memberi pemahaman tentang pertanahan kepada masyarakat yang ada pada wilayah kerjanya. 
	Sub Seksi Pemberdayaan Masyarakat melaksanakan tugasnya dalam inventarisasi potensi, asistensi, fasilitasi dalam rangka penguatan penguasaan, adalah membantu masyarakat pemilik bidang tanah dalam memberikan kepahaman tentang pentingnya pendaftaran tanah. Sebelum bergerak pada pendaftaran tanah, Sub Seksi Pemberdayaan Masyarakat harus meniventarisasi dahulu berapa banyak sertipikat yang terbit tiap bulannya pada daerah yang akan diberdayakan. Tahap selanjutnya adalah diadakan berupa penyuluhan dan dialog tentang pentingnya pendaftaran tanah. 
	Dalam hal melaksanakan pembinaan partisipasi masyarakat, lembaga masyarakat, mitra kerja teknis dalam pengelolaan pertanahan, Sub Seksi Pemberdayaan Masyarakat membina partisipasi yang sudah ada pada masyarakat. Sebagai contoh Sub Seksi Pemberdayaan Masyarakat membina kelompok-kelompok masyarakat yang sudah dibentuknya berupa POKMASDARTIBNAH atau kelompok masyarakat sadar tertib pertanahan. Hal tersebut akan membantu dalam menciptakan Catur Tertib Pertanahan. 
	 Melakukan kerja sama pemberdayaan dengan pemerintah kabupaten/kota, lembaga keuangan dan dunia usaha, serta bimbingan dan pelaksanaan kerjasama pemberdayaan merupakan hal yang sangat penting dalam setiap melaksanakan berbagai kegiatannya. Jika Sub Seksi Pemberdayaan Masyarakat akan melaksanakan suatu kegiatan, maka harus didahului dengan koordinasi kepada kepala pemerintahan daerah setempat yang memiliki wilayah dalam hal ini Bupati atau Walikota. Hal tersebut dimaksudkan agar semua kegiatan bisa berjalan dengan lancer. 
	Sub Seksi Pemberdayaan Masyarakat sebagai kepanjangan tangan dari pemerintah merupakan pelaksana dalam menjalankan program-program pemberdayaan masyarakat yang dikategorikan sebagai kebijakan publik. Sebuah kebijakan atau program pada hakekatnya adalah sebuah instrumen yang digunakan pemerintah untuk melakukan perubahan ekonomi, sosial, maupun budaya pada masyarakat. Demikian pula halnya dengan program pemberdayaan masyarakat yang dimaksudkan untuk mewujudkan tujuan ataupun dampak yang diinginkan, untuk memenuhi kepentingan atau kebutuhan publik atau masyarakat (Wrihatnolo,2007:132). 
	 
	3.   Pendaftaran Tanah 
	Dalam kegiatan pembangunan peranan tanah sebagai jalan pemenuhan berbagai keperluan tersebut akan semakin meningkat, baik itu sebagai tempat bermukim maupun untuk kegiatan usaha. Sejalan dengan hal tersebut akan meningkat pula kebutuhan akan dukungan berupa jaminan kepastian hukum di bidang pertanahan. Oleh sebab itu, perlu diselenggarakan pendaftaran tanah. Hal tersebut memungkinkan bagi para pemegang hak atas tanah untuk mudah membuktikan hak atas tanah yang dikuasainya, dan bagi para pihak yang berkepentingan ( calon pembeli atau calon kreditor) untuk memperoleh keterangan yang diperlukan mengenai tanah yang akan menjadi objek perbuatan hukum yang akan dilakukannya. Sebaliknya bagi Pemerintah diadakan pendaftaran tanah adalah untuk melaksanakan kebijaksanaan pertanahannya.  
	Perangkat hukum tentang pendaftaran tanah telah ada sejak Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria di sahkan. Kemudian pendaftaran tanah tersebut diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 yang sampai tahun 1997  menjadi dasar kegiatan pendaftaran tanah di seluruh Indonesia.  
	Dalam kenyataannya pendaftaran tanah yang diselenggarakan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tersebut selama lebih dari 30 tahun belum cukup memberikan hasil yang memuaskan. Dari sekitar 55 juta bidang tanah hak memenuhi syarat untuk didaftar, baru lebih kurang 16.3 juta bidang yang sudah didaftar (Boedi Harsono, 2005:471). Berdasarkan kenyataan tersebut, terbitlah Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 (PP No 24 Tahun 1997)  tentang Pendaftaran Tanah sebagai penyempurnaan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961. Peraturan tersebut diharapkan bisa mendukung lebih cepatnya pendaftaran atas suatu bidang tanah diseluruh wilayah Republik Indonesia. Tujuan pendaftaran tanah menurut pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah adalah : 
	a. Memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun dan hak-hak lain yang terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemeganghak yang bersangkutan; 
	b. Menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan termasuk Pemerintah agar dengan mudah dapat memperoleh data yang diperlukan dalam mengadakan perbuatan hukum mengenai bidang-bidangtanah dan satuan-satuan rumah susun yang sudah terdaftar; 
	c. Terselenggaranya tertib administrasi pendaftaran. 
	 
	Salah satu aspek penting dalam pendaftaran tanah adalah adanya jaminan kepastian hukum dalam menguasai tanah, karena dengan adanya jaminan tersebut masyarakat akan merasa aman dalam mengusahakan tanah dan melakukan investasi guna memperoleh hasil yang optimal (Soeprapto, 2003:4). Selain itu, tujuan dari Pemerintah dalam pendaftaran tanah adalah tersedianya peta dan daftar pemilik di atas peta skala besar, untuk penyelenggaraan pemerintahan diantaranya untuk perencanaan-perencanaan pembangunan yang langsung atau tidak langsung melibatkan pemilik tanah. 
	 
	a.   Pengertian Pendaftaran Tanah dan Pelaksanaanya 
	Pengertian pendaftaran tanah menurut Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 (PP No 24 Tahun 1997), adalah : rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur,  meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan, dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun, termasuk pemberian surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya. 
	Pelaksanaan pendaftaran tanah meliputi kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali dan pemeliharaan data pendaftaran tanah. (Pasal 11  PP No 24 Tahun 1997). Pendaftaran tanah untuk pertama kali adalah kegiatan pendaftaran yang dilakukan terhadap objek pendaftaran tanah yang belum didaftarkan berdasarkan PP No 10 Tahun 1961 dan PP No 24 Tahun 1997. Pendaftaran tanah untuk pertama kali dilaksanakan melalui pendaftaran tanah secara sistematik dan pendaftaran tanah secara sporadik.  
	Pasal 13 PP No 24 Tahun 1997 menerangkan bahwa : Pendaftaran tanah secara sistematik didasarkan pada suatu rencana kerja dan dilaksanakan di wilayah-wilayah yang ditetapkan oleh Menteri. Dalam hal suatu desa/kelurahan belum ditetapkan sebagai wilayah pendaftaran tanah secara sistematik sebagaimana dimaksud diatas, pendaftarannya dilaksanakan melalui pendaftaran tanah secara sporadik. Pendaftaran tanah secara sporadik dilaksanakan atas permintaan pihak yang berkepentingan. 
	Pendaftaran tanah secara sistematik diutamakan karena melalui cara tersebut akan mempercepat perolehan data mengenai bidang-bidang tanah yang akan didaftar daripada melalui pendaftaran tanah scara sporadik. Tetapi karena prakarsa tersebut datang dari pemerintah, maka diperlukan waktu, peralatan, tenaga dan biaya yang banyak, sehingga dalam pelaksanaannya memerlukan perencanaan yang matang dan pekerjaan tahunan. Oleh sebab itu pemerintah juga mengeluarkan prakarsa dengan dibuatnya suatu system pendaftaran tanah secara mandiri atau sporadik. Pendaftaran tanah secara sporadik tersebut segala biaya pendaftaran ditentukan oleh masyarakat pemiliki bidang tanah. 
	Pendaftaran tanah secara sporadik juga harus ditingkatkan pelaksanaannya. Dalam prakteknya hal tersebut dengan melibatkan pemberdayaan masyarakat agar bisa berpartisipasi. Partisipasi inilah yang akan menjadi suatu cara agar pendaftaran tanah diwilayah Indonesia akan meningkat. 
	Menurut Soeprapto Hadimoeljono (2003:1-2) kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam pelaksanaan pendaftaran tanah meliputi : 
	1) Kegiatan dalam bidang teknis-geodetis yang berupa pengukuran dan pemetaan bidang tanah, dengan hasil peta-peta bidang tanah kepemilikan tanah dan gambar situasi/surat ukur. Dengan kegiatan ini akan diperoleh kepastian tentang letak, batas-batas dan luas bidang tanah yang menjadi objek hak atas tanah. 
	2) Kegiatan dalam bidang yuridis, berupa pengumpulan keterangan dan menginventarisasi : 
	a. Hak atas tanah (status hukum dari tanah) 
	b. Siapa pemegang haknya (subjeknya) 
	Dengan kegiatan ini akan diperoleh data mengenai kapastian dari subyek hak atas tanah. 
	3) Kegiatan dalam bidang administrasi, berupa pembukuan dari hasil kegiatan tersebut angka 1 dan 2 diatas dalam daftar umum secara kontinyu dan terus menerus dan daftar-daftar lain yang berkaitan. 
	4) Pemberian surat-surat tanda bukti hak (sertipikat) serta pemberian keterangan dan pelayanan kepada masyarakat yang berkepentingan mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan hak atas tanah seperti yang tercantum dalam daftar umum dan daftar-daftar lain. 
	 
	Kegiatan teknis geodetis (point 1) pada dasarnya merupakan kegiatan yang pelaksanaannya berada dilapangan yang berupa kegiatan penentuan letak pastinya suatu bidang tanah dan batas-batasnya pada suatu hamparan diatas permukaan bumi. Hasil data dari kegiatan teknis geodetis tersebut pada akhirnya dipetakan pada bidang datar diatas kertas yang hasilnya berupa peta bidang tanah. Namun kegiatan teknis yuridis (point 2) berupa pengumpulan keterangan dan menginventarisasi data mengenai subjek dan objek dituntut juga turun kelapangan. Hal tersebut dilakukan oleh satu kepanitiaan (panitia A dan B) yang mana tugasnya sangat menentukan layak tidaknya suatu permohonan hak dikabulkan permohonannya. 
	Point  3, dan 4 menurut penulis kegiatan tersebut merupakan kegiatan administrasi yang berupa pencatatan subjek hak, pembukuannya dan hasil dari kegiatan tersebut adalah berupa surat tanda bukti hak atau sertipikat. Sertipikat itulah yang pada akhirnya merupakan surat tanda kepemilikan suatu bidang tanah oleh seseorang. 
	 
	b.  Objek Pendaftaran Tanah 
	Objek pendaftaran tanah menurut Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 meliputi : 
	1.bidang-bidang tanah yang dipunyai dengan hak milik, hak guna usaha,   hak guna bangunan dan hak pakai; 
	2. tanah hak pengelolaan; 
	3. tanah wakaf; 
	4. hak milik atas satuan rumah susun; 
	5. hak tanggungan; 
	6. tanah Negara. 
	 
	c.   Percepatan Pendaftaran Tanah 
	Percepatan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki makna proses perbuatan atau cara mempercepat. Waktu dalam proses pendaftaran tanah untuk pertama kali sudah ditetapkan namun jumlah yang mendaftarkan yang selalu berubah. Sehingga dalam pendaftaran tanah, makna percepatan adalah semakin banyaknya atau bertambahnya data mengenai bidang- bidang tanah yang terdaftar (Boedi Harsono, 2005:475).   
	Cepat tidaknya pendataran tanah secara sporadik merupakan satu masalah tersendiri yang berkaitan dengan hakikat pemberdayaan dan hubungan antar individu atau lapisan sosial yang lain. Kadar pemberdayaan akan berbeda antara satu individu dengan individu yang lain. Kondisi ini dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling terkait antara lain seperti: pengetahuan, kemampuan, status, harta, kedudukan dan jenis kelamin (Priyono, 1996 :134).  Pengetahuan seseorang akan berdampak pada tindakan yang diambilnya. Namun hal tersebut dipengaruhi juga oleh kemampuannya dalam pembiayaan dalam menjalankan tindakannya tersebut. Perbedaan tentang pengetahuan, kemampuan, status, harta, kedudukan dan jenis kelamin akan berdampak pada keputusannya untuk mendaftarkan hak atas tanahnya. 
	Pemberdayaan merupakan proses pematahan dari hubungan antara penguasa  dan yang dikuasai. Sehingga proses ini mementingkan adanya “pengakuan” penguasa atas “kemampuan” yang dikuasainya (Priyono, 1996 :135). Pada akhirnya, dengan adanya pengakuan tersebut, partisipasi masyarakat akan semakin terwujud dan pendaftaran tanah pun akan menjadi suatu hal yang sangat penting bagi masyarakat.   
	 
	4. Pemberdayaan 
	Beberapa pengertian tentang Pemberdayaan  menurut beberapa ahli adalah : 
	Pemberdayaan adalah terjemahan dari empowerment, sedang memberdayakan adalah terjemahan dari empower. Menurut Derriam Webster dan Oxford English Dictionary, kata empower mengandung dua pengertian, yaitu: (1) to give power atau authority to atau memberi kekuasaan, mengalihkan kekuatan atau mendelegasikan otoritas ke pihak lain; (2) to give ability to atau enable atau usaha untuk memberi kemampuan atau keperdayaan. (Hutomo, 2000 :1) 
	 
	Pemberdayaan bisa diartikan pemberian kekuasaan atau kemampuan kepada masyarakat yang lemah atau kurang faham menjadi kuat atau faham. Sedangkan menurut Mochtar Masoed (dalam P Bhairawa PS, tt) Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk memberi daya atau kekuatan kepada masyarakat. Pada akhirnya Masyarakat bisa memiliki kekuatan atau kefahaman tentang apa yang perlu diberdayakannya. Dalam pelaksanaannya, sebelum dilakukan pemberdayaan harus diteliti terlebih dahulu tentang kekurangan potensi yang ada pada masyarakat tersebut. Jika diketahui kekurangan yang ada pada masyarakat tersebut, maka kekurangan itulah yang harus dikuatkan atau diberdayakan agar menjadi mampu atau tidak kurang.  
	 Pemberdayaan memiliki karakteristik sebagai berikut : Pertama, pemberdayaan masyarakat dengan menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi berkembang (enabling) (Kartasasmita dalam Priyono, 1996 :105). Setiap manusia, setiap masyarakat, memiliki potensi yang dapat dikembangkan. Artinya tidak ada masyarakat yang sama sekali tanpa daya karena kalau demikian pasti punah. Oleh karena itu pemberdayaan adalah upaya untuk membangun daya itu, dengan mendorong, memotivasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki serta berupaya untuk mengembangkannya. Diawali dari diri sendiri, keluarga dan pada akhirnya  kesadaran akan potensi tersebut meluas pada masyarakat luas. 
	Kedua, pemberdayaan dilakukan untuk memperkuat potensi atau daya yang dimiliki masyarakat (empowering) (Kartasasmita dalam Priyono, 1996 :106). Penguatan tersebut dilakukan agar potensi yang ada pada masyarakat bisa berkembang dan mandiri. Penguatan ini meliputi langkah-langkah nyata dan menyangkut berbagai penyediaan berbagai masukan, serta pembukaan akses kepada berbagai peluang yang akan membuat masyarakat makin berdaya. Dalam hal ini, pemberdayaan masyarakat amat erat kaitannya dengan pemantapan, pembudayaan dan pengalaman. 
	Ketiga, memberdayakan mengandung arti melindungi . Dalam proses pemberdayaan harus dicegah yang lemah menjadi bertambah lemah karena kurang berdaya mengadapi yang kuat. Oleh karena perlindungan dan pemihakan kepada yang lemah amat mendasar sifatnya dalam konsep pemberdayaan masyarakat. Melindungi merupakan upaya untuk mencegah terjadinya persaingan yang tidak seimbang serta eksplorasi yang kuat atas yang lemah (Kartasasmita dalam Prijono, 1996 :105). 
	Pemberdayaan masyarakat bukan membuat masyarakat menjadi makin tergantung pada berbagai program pemberian (charity) karena pada dasarnya setiap apa yang dinikmati harus dihasilkan atas usaha sendiri. Dengan adanya pemberdayaan masyarakat diharapkan bisa mandiri dan berjuang untuk bisa memenuhi segala kebutuhannya secara pribadi tanpa menunggu bantuan atau pemberian. Tujuan akhir pemberdayaan masyarakat adalah memandirikan masyarakat, memampukan, dan membangun kemampuan untuk memajukan diri kearah kehidupan yang lebih baik secara berkesinambungan. 
	Selama ini, pemberdayaan merupakan perwujudan dari partisipasi masyarakat yang aktif dan kreatif. Secara sederhana, pemberdayaan mengacu kepada kemampuan masyarakat untuk mendapatkan dan memanfaatkan akses ke dan kontrol atas sumber-sumber hidup yang penting. Sehingga pemberdayaan menurut Wrihatnolo (2007:74) mencakup pengertian community development (pembangunan masyarakat dan  community based development (pembangunan yang bertumpu pada masyarakat) yang pada tahap selanjutnya distilahkan sebagai pembangunan yang diarahkan masyarakat atau pembangunan yang digerakan oleh masyarakat.  
	Dasar-dasar pemberdayaan menurut Dubois dan Miley (dalam Wrihatnolo,2007:116)meliputi antara lain : 
	1. Pemberdayaan adalah proses kerja sama antara klien dan pelaksana kerja secara bersama-sama yang bersifat mutual benefit. 
	2. Proses pemberdayaan memandang system klien sebagai komponen dan kemampuan yang memberikan jalan ke sumber penghasilan dan memberikan kesempatan. 
	3. Klien harus merasa dirinya sebagai agen bebas yang dapat memengaruhi. 
	4. Kopetensi diperoleh atau diperbaiki melalui pengalaman hidup, pengalaman khusus yang kuat daripada keadaan yang menyatakan apa yang dilakukan. 
	5. Pemberdayaan meliputi jalan ke sumber-sumber penghasilan dan kapasitas untuk menggunakan sumber-sumber pendapatan tersebut dengan cara efektif. 
	6. Proses pemberdayaan adalah masalah yang dinamis, sinergis, pernah berubah, dan evolusioner yang selalu memiliki banyak solusi. 
	7. Pemberdayaan adalah pencapaian melalui strutur-struktur pararel dari perseorangan dan perkembangan masyarakat. 
	 
	Dari teori tentang dasar-dasar pemberdayaan tersebut diatas, pemberdayaan bisa bermakna saling menguntungkan (mutual benefit) antara pemerintah sebagai pelaksana pemberdayaan dan masyarakat sebagai objek pemberdayaan. Saling menguntungkan tersebut bisa terlihat pada terlaksananya program kegiatan pemerintah dan masyarakat bisa mandiri atau mampu pada bidang yang akan diberdayakan tersebut. Dari hasil pemberdayaan tersebut masyarakat akan bisa mencapai kesejahteraan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pemberdayaan adalah poses menyeluruh: suatu proses aktif antara motivator, fasilitator, dan kelompok masyarakat yang perlu diberdayakan melalui peningkatan pengetahuan, keterampilan, pemberian kemudahan serta peluang untuk mencapai akses sistem sumber daya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 
	Dari berbagai pengertian tentang pemberdayaan diatas dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan pertanahan adalah suatu proses kerjasama yang menyeluruh antara pemerintah, masyarakat dan dunia usaha dalam masalah pertanahan. Jika hal tersebut bisa tertata dengan baik, maka semua pihak yang terlibat didalamnya akan sama-sama diuntungkan.  
	 
	5.  Peranan 
	Peranan menurut Heriyanto (dalam http://www.dikmenum.go.id)  adalah : 
	Peranan merupakan aspek dinamis dari suatu status (kedudukan). Apabila seseorang melaksanakan hak-hak dan kewajibannya sesuai dengan status yang dimilikinya, maka ia telah menjalankan peranannya. Peranan adalah tingkah laku yang diharapkan dari orang yang memiliki kedudukan atau status. Antara kedudukan dan peranan tidak dapat dipisahkan. Tidak ada peranan tanpa kedudukan. Kedudukan tidak berfungsi tanpa peranan. 
	 
	Dari pengertian diatas peranan bisa diartikan suatu tindakan yang harus dijalankan oleh suatu individu yang memiliki kedudukan atau jabatan sesuai dengan kedudukannya atau jabatannya tersebut. Peranan merupakan hal yang sangat penting bagi seseorang yang memiliki kedudukan atau jabatan, karena dengan peranan yang dimilikinya ia akan dapat mengatur perilaku dirinya dan orang lain. Seseorang dapat memainkan beberapa peranan sekaligus pada saat yang sama, seperti seorang pria dapat mempunyai peranan sebagai suami, bapak, karyawan kantor sekaligus. 
	Peranan sosial menurut Heriyanto (dalam http://www.dikmenum.go.id)  terdiri dari tiga fungsi, antara lain:  
	1. Peranan yang dimainkan seseorang dapat mempertahankan kelangsungan struktur masyarakat, seperti peran sebagai ayah atau ibu. 
	2.  Peranan yang dimainkan seseorang dapat pula digunakan untuk membantu mereka yang tidak mampu dalam masyarakat. Tindakan individu tersebut memerlukan pengorbanan, seperti peran dokter, perawat, pekerja sosial.  
	3. Peranan yang dimainkan seseorang juga merupakan sarana aktualisasi diri, seperti seorang lelaki sebagai suami/bapak, seorang wanita sebagai isteri/ ibu, seorang seniman dengan karyanya. 
	Fungsi peranan yang mempertahankan kelangsungan struktur sosial adalah  peranan yang sudah mutlak dan pasti akan dialami suatu individu. Sebagai contoh seorang laki-laki yang sudah menikah mutlak ia akan menjadi suami. Namun ada juga yang berperan dalam membantu masyarakat karena tidak mampu atau tidak berdaya akan sesuatu hal menjadi mampu atau berdaya, misalkan seorang guru yang berperan membantu mencerdaskan siswa-siswanya. 
	 
	Soekanto (dalam http://www.damadiri.or.id/filesetiabuditinjauan pustaka.pdf) menyatakan analisis terhadap perilaku peranan dapat dilakukan melalui tiga pendekatan :  
	(1) ketentuan peranan,  
	(2) gambaran peranan, dan  
	(3) harapan peranan.  
	Ketentuan peranan adalah adalah pernyataan formal dan terbuka tentang perilaku yang harus ditampilkan oleh seseorang dalam membawa perannya. Gambaran peranan adalah suatu gambaran tentang perilaku yang sacara aktual ditampilkan seseorang dalam membawakan perannya, sedangkan harapan peranan adalah harapan orang-orang terhadap perilaku yang ditampilkan seseorang dalam membawakan perannya.  
	 
	Analisis terhadap peranan tersebut menyatakan bahwa suatu perilaku yang ditampilkan oleh suatu individu yang memiliki kedudukan atau jabatan sudah sesuai perannya atau belum. Jika sudah sesuai dengan peran yang dimilikinya maka apakah ada masyarakat atau individu yang terpengaruh oleh perannya tersebut.  Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan peranan adalah perilaku subseksi Pemberdayaan Masyarakart dalam percepatan pendaftaran tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Purworejo. 
	 
	B. Kerangka Pemikiran 
	Pekerjaan yang terkait dengan pertanahan tidak akan pernah habis. Hal tersebut disebabkan oleh kebutuhan dan transaksi manusia akan tanah selalu meningkat. Dengan selalu meningkatnya transaksi dan peralihan, riwayat suatu bidang tanah semakin panjang pula. Sedangkan menurut kenyataan belum seluruhnya bidang-bidang tanah yang ada di Indonesia terdaftar di kantor pertanahan. 
	Untuk meningkatkan pemahaman tentang pentingnya pendaftaran tanah ke pelosok-pelosok desa di  kabupaten, Kantor Pertanahan sebagai ujung tombak memiliki peranan yang sangat penting. Peranan tersebut diembankan pada Sub Seksi Pemberdayakan Masyarakat dalam tugas pokok dan fungsinya. Sub Seksi Pemberdayaan Masyarakat harus senantiasa memiliki inovasi dan kreatifitas sendiri agar dapat menjalankan tugasnya secara efisien dan efektif. 
	Dengan dilibatkannya masyarakat dalam pemahaman pentingnya pendaftaran tanah, diharapkan akan terjadi proses percepatan pendaftaran tanah. Dengan demikian tugas dan fungsi pelayanan kantor pertanahan akan semakin dinamis dan lancar dalam berbagai proses kegiatan pertanahannya. Hal tersebut disebabkan oleh partisipasi masyarakat yang semakin tinggi terhadap pertanahan. 
	Dari uraian diatas dapat digambarkan suatu kerangka pemikiran dalam bagan alir dibawah ini : 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Gambar 2: Bagan Alir Kerangka Pemikiran 
	BAGAN ALIR KERANGKA PEMIKIRAN 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Keterangan :                         
	 :       Alur yang diteliti 
	:       Alur yang tidak diteliti 
	 
	C. Batasan Operasional 
	Untuk dapat memahami pengertian-pengertian yang disajikan, peneliti memberikan batasan-batasan pengertian sebagai berikut: 
	1. Peranan menurut Heriyanto (dalam http://www.dikmenum.go.id) merupakan aspek dinamis dari suatu status (kedudukan). Apabila seseorang melaksanakan hak-hak dan kewajibannya sesuai dengan status yang dimilikinya, maka ia telah menjalankan peranannya. Peranan adalah tingkah laku yang diharapkan dari orang yang memiliki kedudukan atau status. Antara kedudukan dan peranan tidak dapat dipisahkan. Tidak ada peranan tanpa kedudukan. Kedudukan tidak berfungsi tanpa peranan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah bagian dari tugas yang harus dilaksanakan. 
	2. Sub Seksi Pemberdayakan Masyarakat merupakan bagian dari Seksi Pengendalian dan Pemberdayaan yang landasan kerjanya diatur dala Pasal 52 butir 2 Peraturan Kepala BPN No 4 tahun 2006. Yang mana tugasnya terdiri dari: 
	a. inventarisasi potensi, asistensi, fasilitasi dalam rangka penguatan penguasaan 
	b. melaksanakan pembinaan partisipasi masyarakat, lembaga masyarakat, mitra kerja teknis dalam pengelolaan pertanahan, dan  
	c. melakukan kerja sama pemberdayaan dengan pemerintah kabupaten/kota, lembaga keuangan dan dunia usaha,  
	d. serta bimbingan dan pelaksanaan kerjasama pemberdayaan. 
	3. Masyarakat menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sejumlah manusia dalam arti seluas-luasnya dan terikat oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama. Dalam hal ini masyarakat yang tinggal di Kabupeten Purworejo. 
	4. Pemberdayaan menurut Mochtar Masoed (dalam P Bhairawa PS, tt) Pemberdayaan Masyarakat merupakan upaya untuk memberi daya atau kekuatan kepada masyarakat. 
	5. Pencepatan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah proses perbuatan atau cara mempercepat. 
	6. Pendaftaran Tanah menurut PP 24 Tahun 1997 Pasal 1 Butir 1 adalah Pendaftaran tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur,  meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan, dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun, termasuk pemberian surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya. 
	7. Kegiatan Pendaftaran Tanah yang diteliti hanya pada kegiatan Pendaftaran Tanah secara Sporadik atau Kegiatan Pendaftaran Tanah yang tidak dibiayai oleh pemerintah. 
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	BAB III 
	METODE PENELITIAN 
	 
	A. Jenis Penelitian 
	Jenis metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif, yaitu prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan/melukiskan keadaan/obyek penelitian (seseorang, lembaga masyarakat dan lain-lain) pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya (Hadari Nawawi, 1993:63), sedangkan Soerjono Soekanto dan Melly Tan (dalam Maria S.W.Sumardjono, 1996:26) mengatakan bahwa penelitian deskriptif bertujuan menggambarkan secara lengkap ciri-ciri suatu keadaan, perilaku kelompok, serta menentukan frekuensi suatu gejala. Dengan kata lain, dapat diartikan sebagai usaha untuk mendeskripsikan atau mengungkapkan suatu masalah dan keadaan sebenarnya sehingga merupakan penyingkapan suatu fakta. 
	Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa penelitian deskriptif adalah suatu penelitian yang menggambarkan suatu kondisi tertentu. Penggambaran tersebut didukung dengan fakta-fakta yang ada, sehingga menghasilkan suatu tulisan yang melukiskan suatu kejadian nyata. 
	Tentang penelitian kualitatif definisi Moleong (2002 : 2) menyatakan bahwa: “penelitian kualitatif tampaknya diartikan sebagai penelitian yang tidak mengadakan perhitungan”. Dengan kata lain bahwa data yang ada berupa informasi atau kata-kata. Informasi itulah yang pada akhirnya diolah dengan sedemikian rupa sehingga bisa menghasilkan suatu gambaran kejadian yang bisa disimpulkan. Hal tersebut senada dengan teori Bogdan dan Taylor (dalam Moleong, 2002:3) mendefinisikan metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.  
	Pedoman penulisan proposal dan skripsi pada Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional Yogyakarta (2003:11) menyatakan bahwa pendekatan kualitatif menekankan kepada segi pengamatan langsung secara partisipatif dari peneliti sehingga terungkap fenomena-fenomena yang terjadi serta hal-hal yang melatarbelakanginya. Jika berpedoman terhadap hal  tersebut, maka peneliti ditekankan harus bisa berpartisipasi atau terjun langsung ke masyarakat untuk melihat dan mengungkap fenomena-fenomena yang ada. 
	Berdasarkan definisi-definisi diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa penelitian kualitatif dimaksudkan untuk mencari dan mengungkap suatu kejadian dengan ikut terjun kedalam lingkungan yang diteliti. Dengan ikut berbaur dengan lingkungan dimaksudkan agar informasi yang tersembunyi bisa terungkap dan masyarakat tidak merasa diusik.  
	 
	B.  Lokasi Penelitian 
	Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Purworejo Propinsi Jawa Tengah. Pemilihan Kabupaten Purworejo didasarkan pada  kondisi wilayah kabupaten yang langsung berbatasan dengan provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Kabupaten Purworejo merupakan salah satu kabupaten yang terlalui oleh jalur lalu lintas kendaraan bermotor dan kereta api  wilayah selatan selatan pulau Jawa. Hal tersebut memungkinkan adanya suatu ledakan penduduk yang akan meningkat pada lokasi yang dekat dengan setasiun atau terminal lintas provinsi. 
	Selain itu pemilihan Kabupaten Purworejo didasarkan pada pesatnya pertumbuhan perekonomian sebagai daerah  yang berbatasan dengan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sekaligus sebagai daerah yang mempunyai potensi untuk dikembangkan dengan melihat sumber daya alam yang tersedia. 
	 
	C.  Penetapan Informan dan Teknik Menjaring Informasi 
	Dalam penelitian ini yang menjadi objeknya adalah peranan Sub Seksi Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencepatan Pendaftaran Tanah. Dimana yang menjadi informan atau subjeknya adalah Kepala Sub Seksi Pemberdayaan Masyarakat atau yang mengetahui tentang informasi tersebut, aparat desa atau kelurahan dimana  pekerjaan dari Sub Seksi Pemberdayaan Masyarakat tersebut dilakukan dan masyarakat desa atau kelurahan yang ada disekitarnya. 
	 Aparat desa dan masyarakat yang dijadikan informan adalah masyarakat yang terlibat maupun tidak dalam program kegiatan yang diadakan oleh pihak Kantor Pertanahan. Informasi dari aparat desa dan masyarakat tersebut hanya sebagai kontrol terhadap kegiatan yang diadakan oleh pihak Kantah tersebut 
	Dalam hal penjaringan informasi, dari aparat kantor pertanahan, aparat desa dan kelurahan teknik penjaringan informasinya dengan cara wawancara langsung. Hal tersebut disebabkan karena jumlah informan yang relatif sedikit. 
	 Teknik penetapan informan  untuk warga masyarakat desa dalam penelitian ini dilakukan dengan cara Purposive sampling. Dalam Purposive sampling, menurut Miller (dalam Maria S.W.Sumardjono, 1996:31), peneliti menggunakan pertimbangan sendiri, dengan berbekal pengetahuan yang cukup tentang populasi, untuk memilih anggota-anggota sampel. 
	Moleong (2002:165) mengatakan pada penelitian kualitatif maksud sampel ialah untuk menjaring sebanyak mungkin informasi dari berbagai macam sumber. Dengan demikian tujuannya bukanlah memusatkan diri pada adanya perbedaan-perbedaan yang nantinya dikembangkan kedalam generalisasi. Tujuannya adalah untuk merinci kekhususan yang ada dalam  ramuan konteks yang unik. Maksud kedua dari sampel ialah menggali informasi yang akan menjadi dasar dari rancangan dan teori yang muncul. Oleh sebab itu pada penelitian kualitatif tidak ada sampel acak, tetapi sampel bertujuan (purposive sampling).  
	Jumlah sampel pada penelitian ini ditentukan oleh pertimbangan-pertimbangan informasi yang diperlukan. Jika maksudnya memperluas informasi, jika tidak ada lagi informasi yang dapat dijaring, maka penarikan sampel dapat diakhiri. Jadi kuncinya, jika sudah mulai terjadi pengulangan informasi, maka penarikan sampel sudah harus dihentikan (Moleong, 2002:166).  Dengan kata lain jika informasi yang didapat tidak lagi ada informasi yang baru dan hanya diulang-ulang oleh semua informan , maka penarikan informasi sudah dianggap cukup. 
	 
	D.  Jenis Data Yang Diperoleh 
	Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini berupa: 
	1. Data primer: yaitu data yang diperoleh langsung hasil wawancara dengan sumbernya. Data tersebut berupa jawaban pertanyaan dengan pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Purworejo, Aparat Desa dan dari masyarakat yang mendapat penyuluhan dari sub seksi pemberdayaan masyarakat. 
	2. Data Sekunder: yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung oleh peneliti dari sumber pertama. Data sekunder tersebut berupa dokumen-dokumen, arsip-arsip, laporan, peraturan perundang-undangan, buku-buku yang menyangkut data mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan obyek yang diteliti.  
	 
	E.  Teknik dan Alat Pengumpulan Data 
	Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut: 
	1. Wawancara, dilakukan secara langsung mapun dengan menggunakan pedoman wawancara terhadap pejabat dari instansi yang terkait yaitu dari Pemerintah Daerah Kabupeten Purworejo, dan Kantor Pertanahan Kabupaten Purworejo.  
	2. Dokumentasi, yaitu pengumpulan data dari catatan-catatan atau dokumen yang tersedia, termasuk kepustakaan dan arsip-arsip serta peta-peta yang berhubungan obyek penelitian. 
	3. Observasi lapangan, yaitu penulis ikut atau terjun langsung kelapangan. Dalam hal ini penulis ikut dalam hal penyuluhan yang diadakan oleh pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Purworejo. 
	 
	F.  Teknik Analisis Data 
	Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif.  
	“Data yang dikumpulkan dianalisis dengan metode kualitatif yaitu data yang diperoleh sebagai rujukan dalam rangka memahami atau memperoleh pengertian yang mendalam dan menyeluruh untuk pemecahan masalah dengan menarik kesimpulan secara deduktif induktif“. (Surakhmad, 1988: 60-61). 
	“Penelitian dengan pendekatan kualitatif lebih menekankan analisisnya pada proses penyimpulan deduktif dan induktif serta pada analisis terhadap dinamika hubungan antar fenomena yang diamati, dengan menggunakan logika ilmiah”.(Saifudin Azwar, 2004:5). 
	 
	Tahapan analisis secara kualitatif adalah sebagai berikut (Moleong, 2002:190-213): 
	- Penelitian awal menyeluruh 
	- Mereduksi data dengan membuat abstraksi 
	- Menyusun abstraksi dalam satuan-satuan informasi terkecil yang mengandung makna dan dapat berdiri sendiri 
	- Mengelompokan satuan-satuan dalam kategori-kategori, 
	- Menyusun pernyataan proposional secara logis dari masing-masing kategori. 
	Dengan kata lain bahwa dalam penelitian awal, peneliti berusaha menghimpun data dengan cermat dan relevan dengan pertanyaan penelitian sebagai panduannya. Selanjutnya data yang sudah terhimpun tersebut direduksi atau dibuang yang tidak perlu, data yang tersimpan dibuat dalam satuan satuan informasi kecil yang mengandung makna.  
	Informasi kecil tersebut pada akhirnya dikumpulkan menjadi kategori-kategori yang tersusun sedemikian rupa. Pada akhirnya kategori-kategori tersebut dibuat menjadi sebuah pernyataan-pernyataan yang proporsiaonal berupa satu bacaan. 
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	BAB IV 
	GAMBARAN UMUM KABUPATEN PURWOREJO 
	 
	A. Data Fakta Daerah 
	1. Letak Geografis 
	Secara geografis Kabupaten Purworejo terletak di antara109o 47’ 28” sampai dengan 110o 8’ 20” Bujur Timur dan 7o 0’ 32” sampai dengan 7o 0’ 54” Lintang Selatan.   
	Kabupaten Purworejo Provinsi Jawa Tengah memiliki luas wilayah 1.034, 81752 Km2. 
	 
	2. Wilayah Administrasi 
	Kabupaten Purworejo termasuk dalam wilayah Provinsi Jawa tengah, degan batas wilayah sebagai berikut : 
	- Sebelah Utara : Kabupaten Wonosobo dan Magelang 
	- Sebelah Selatan : Samudera Indonesia 
	- Sebelah Barat : Kabupaten Kebumen 
	- Sebelah Timur : Kabupaten Kulonprogo 
	 (Daerah Istimewa Yogyakarta) 
	 Secara administratif Kabupaten Purworejo terdiri atas 16 kecamatan, 494 desa, dan 25 kelurahan dengan luas wilayah 1.034, 81752 Km2. Seperti yang kita ketahui bahwa antara desa dan kelurahan memiliki suatu perbedaan yang mencolok dalam hal pengelolaannya. Desa memiliki arti suatu wilayah yang ditempati sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat, termasuk di dalamnya  kesatuan hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah yang langsung dibawah camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan kelurahan adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung di bawah camat yang tidak berhak meyelenggarakan rumah tangganya sendiri. 
	Secara garis besar pembagian wilayah administrasi dan jarak antar ibukota kecamatan ke ibukota kabupaten dapat dilihat pada Tabel 1. 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	TABEL 1 
	PEMBAGIAN WILAYAH ADMINISTRASI KABUPATEN PURWOREJO  
	DALAM KECAMATAN, JARAK KE IBUKOTA KABUPATEN DAN KONDISI JALAN YANG ADA 
	No.
	Kecamatan
	Luas (Km2)
	Jarak Ke Ibukota Kab (Km)
	Kondisi Jalan 
	Ke  Ibukota Kab
	1. 
	2. 
	3. 
	4. 
	5. 
	6. 
	7. 
	8. 
	9. 
	10. 
	11. 
	12. 
	13. 
	14. 
	15. 
	16.
	Grabag 
	Ngombol 
	Purwodadi 
	Bagelen 
	Kaligesing 
	Purworejo 
	Banyuurip 
	Bayan 
	Kutoarjo 
	Butuh 
	Pituruh 
	Kemiri 
	Bruno 
	Gebang 
	Loano 
	Bener
	64.92 
	55.27 
	53.96 
	63.76 
	74.73 
	52.72 
	45.08 
	43.21 
	37.59 
	46.08 
	77.42 
	92.05 
	108.43 
	71.86 
	53.65 
	94.08
	19.50 
	15.25 
	10.00 
	12.75 
	11.50 
	0.50 
	10.50 
	11.00 
	12.00 
	18.50 
	24.00 
	18.00 
	36.00 
	7.50 
	15.50 
	12.25
	Beraspal  
	Beraspal 
	Beraspal 
	Beraspal 
	Beraspal 
	Beraspal 
	Beraspal 
	Beraspal 
	Beraspal 
	Beraspal 
	Beraspal 
	Beraspal 
	Beraspal 
	Beraspal 
	Beraspal 
	Beraspal
	J U M L A H
	1,034.82
	                                                           Sumber : Kabupaten Purworejo dalam angka, 2006. 
	 
	Jarak kecamatan ke pusat ibukota kabupaten akan menentukan tingkat informasi yang didapat tentang kebijakan yang dikeluarkan oleh bupati. Akan tetapi jika akses jalan menunjang, maka hal tersebut bisa diabaikan. Jalan yang menjadi penunjang kelancaran pelayanan di Kabupaten Purworejo rata-rata sudah beraspal, sehingga arus kendaraan yang menghubungkan antar kecamatan sudah baik. 
	 
	b. Ketinggian Tempat 
	Bentuk medan diwilayah Kabupaten Purworejo relatif datar dengan wilayah terrendah berada pada ketinggian 2.5 meter diatas permukaan laut yaitu Kecamatan Grabag. Sedangkan wilayah yang tertinggi yaitu 325 meter diatas permukaan laut berada diwilayah Kecamatan Bruno. 
	Secara garis besar tinggi wilayah Kabupaten Purworejo bisa dilihat pada Tabel 2 dibawah ini. Data tersebut merupakan data tinggi Ibukota Kecamatan dari permukaan laut. 
	TABEL 2 
	DATA KETINGGIAN IBUKOTA KECAMATAN DARI  
	PERMUKAAN LAUT DI KABUPATEN PURWOREJO 
	 
	No.
	Kecamatan
	Luas (Km2)
	 Tinggi Ibukota Kecamatan(m)
	1. 
	2. 
	3. 
	4. 
	5. 
	6. 
	7. 
	8. 
	9. 
	10. 
	11. 
	12. 
	13. 
	14. 
	15. 
	16.
	Grabag 
	Ngombol 
	Purwodadi 
	Bagelen 
	Kaligesing 
	Purworejo 
	Banyuurip 
	Bayan 
	Kutoarjo 
	Butuh 
	Pituruh 
	Kemiri 
	Bruno 
	Gebang 
	Loano 
	Bener
	64.92 
	55.27 
	53.96 
	63.76 
	74.73 
	52.72 
	45.08 
	43.21 
	37.59 
	46.08 
	77.42 
	92.05 
	108.43 
	71.86 
	53.65 
	94.08
	2.5 
	12 
	12 
	17 
	200 
	63 
	12 
	19 
	26 
	10 
	18 
	20 
	325 
	85 
	78 
	150
	J U M L A H
	1,034.82
	                                                    Sumber : Kabupaten Purworejo dalam angka, 2006. 
	 
	Dengan keadaan alam yang demikian, Kabupaten Purworejo pada umumnya berudara panas dengan udara pesisir laut selatan. Daerah yang tertinggi yaitu Kecamatan Bruno dengan ketinggian 325 meter diatas permukaan laut, hal tersebut disebabkan karena kecamatan tersebut berbatasan dengan Kabupaten Wonosobo yang memiliki wilayah yang berbukit-bukit.  
	 
	B. Penggunaan Tanah 
	Jenis penggunaan tanah merupakan gambaran aktifitas yang dilakukan penduduk yang berada diwilayah tertentu terhadap tanah, sesuai dengan potensi yang ada. Jenis penggunaan tanah meliputi usaha manusia untuk memenuhi kebutuhannya antara lain untuk: perkampungan (pemukiman), sawah, pertanian lahan kering, perkebunan, hutan, perikanan dan lain-lain. 
	Sebaran jenis dan luas penggunaan tanah di Kabupaten Purworejo terdapat pada Tabel 3. 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	TABEL 3 
	LUAS WILAYAH MENURUT KECAMATAN DAN JENIS 
	PENGGUNAAN TANAH DI KABUPATEN PURWOREJO 
	TAHUN 2006 (Ha)
	No.
	Kecamatan
	Tanah Sawah
	Tanah Kering 
	Jumlah
	1. 
	2. 
	3. 
	4. 
	5. 
	6. 
	7. 
	8. 
	9. 
	10. 
	11. 
	12. 
	13. 
	14. 
	15. 
	16.
	Grabag 
	Ngombol 
	Purwodadi 
	Bagelen 
	Kaligesing 
	Purworejo 
	Banyuurip 
	Bayan 
	Kutoarjo 
	Butuh 
	Pituruh 
	Kemiri 
	Bruno 
	Gebang 
	Loano 
	Bener
	2,651.59 
	3,419.13 
	2,730.90 
	509.62 
	187.43 
	1,654.14 
	2,878.47 
	1,822.83 
	1,977.23 
	2,726.74 
	2,516.72 
	1,595.89 
	1,621.32 
	1,667.77 
	1,028.95 
	1,638.26
	3,840.46 
	2,107.80 
	2,665.03 
	5,866.66 
	7,285.47 
	3,617.44 
	1,630.03 
	2,498.33 
	1,782.20 
	1,880.95 
	5,225.28 
	7,608.66 
	9,221.70 
	5,518.32 
	4,336.06 
	7,769.91
	6,492.05 
	5,526.93 
	5,395.93 
	6,376.28 
	7,472.90 
	5,272.08 
	4,508.50 
	4,321.16 
	3,759.44 
	4,607.69 
	7,742.00 
	9,204.54 
	10,843.02 
	7,186.09 
	5,365.00 
	9,408.16
	J U M L A H
	30,626.97
	72,854.78
	103,482.0
	     Sumber : Kabupaten Purworejo dalam angka, 2006. 
	 
	Pada tanah kering, penggunaan tanahnya berupa : pemukiman, tegalan, kebun, ladang, huma, padang rumput, tambak, kolam, hutan, dan lain-lain. Penggunaan tanah tersebut berhubungan langsung dengan ketinggian tempat diwilayah tersebut. Semakin landai datarannya semakin banyak atau luas penggunaannya sebagai persawahan. Namun sebaliknya, semakin tinggi wilayahnya semakin sempit persawahannya dan diganti menjadi perkebunan campuran hingga hanya hutan saja  (lihat lampiran 9). 
	 
	 
	C. Jumlah dan Kepadatan Penduduk 
	Tingkat kepadatan penduduk suatu daerah (Kepadatan Penduduk Geografis) pada umumnya diukur dari luas daerah tiap kilometer persegi diperbandingkan dengan jumlah penduduk yang ada. Sebagaimana diketahui bahwa luas geografis Kabupaten Purworejo adalah 1,034.82 km2 dengan jumlah penduduk 776.453 jiwa, maka tingkat kepadatan penduduk geografisnya adalah 750 jiwa/km2. 
	Tabel 4 menunjukan jumlah dan kepadatan penduduk geografis di Kabupaten Purworejo dirinci perkecamatan dalam tahun 2006. 
	TABEL 4 
	LUAS WILAYAH, BANYAKNYA PENDUDUK, DAN KEPADATAN PENDUDUK MENURUT KECAMATAN 
	 DI KABUPATEN PURWOREJO 
	TAHUN 2006 (Km2)
	No.
	Kecamatan
	Luas Wilayah (Km2)
	Jumlah Penduduk 
	Kepadatan Per Km2
	1. 
	2. 
	3. 
	4. 
	5. 
	6. 
	7. 
	8. 
	9. 
	10. 
	11. 
	12. 
	13. 
	14. 
	15. 
	16.
	Grabag 
	Ngombol 
	Purwodadi 
	Bagelen 
	Kaligesing 
	Purworejo 
	Banyuurip 
	Bayan 
	Kutoarjo 
	Butuh 
	Pituruh 
	Kemiri 
	Bruno 
	Gebang 
	Loano 
	Bener
	64.92 
	55.27 
	53.96 
	63.76 
	74.73 
	52.72 
	45.08 
	43.21 
	37.59 
	46.08 
	77.42 
	92.05 
	108.43 
	71.86 
	53.65 
	94.08
	51,524 
	37,276 
	41,309 
	35,699 
	35,869 
	89,618 
	41,398 
	47,731 
	64,199 
	45,860 
	52,974 
	55,646 
	44,000 
	41,966 
	36,210 
	55,173
	794 
	674 
	766 
	560 
	480 
	1,700 
	918 
	1,105 
	1,708 
	995 
	684 
	605 
	406 
	584 
	675 
	586
	J U M L A H
	30,626.97
	72,854.78
	103,482.0
	                                                 Sumber : Kabupaten Purworejo dalam angka, 2006. 
	Tingkat kepadatan penduduk tertinggi di Kecamatan Kutoarjo yaitu 1.708 jiwa/km2. Yang menyebabkan Kecamatan Kutoarjo lebih padat penduduknya karena kecamatan tersebut dilalui oleh dua jalur utama provinsi yaitu jalan kereta dan jalan aspal menuju Kabupaten Kebumen. Sedangkan tingkat kepadatan terrendah berada di Kecamatan Bruno yaitu 406 jiwa/km2. Hal tersebut disebabkan oleh jauhnya pusat fasilitas yang menunjang berbagai kebutuhan penduduknya. 
	 
	D. Pendidikan 
	Kualitas pendidikan suatu daerah akan menentukan maju tidaknya suatu daerah tersebut. Sehingga dengan semakin banyaknya penduduk yang memiliki pendidikan tinggi diharapkan bisa menjadi asset yang berguna dalam pembangunan wilayah tersebut. Untuk mengetahui penduduk Kabupaten Purworejo menurut tingkat pendidikan yang bisa ditamatkan terlihat pada Tabel 5. 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	TABEL 5 
	PENDUDUK BERUMUR 10 TAHUN KE ATAS MENURUT 
	 PENDIDIKAN TERTINGGI YANG DITAMATKAN DAN JENIS 
	 KELAMIN DI KABUPATEN PURWOREJO 
	TAHUN 2006 
	No.
	Jenis Pendidikan
	Laki-laki
	Perempuan 
	Jumlah
	1. 
	2. 
	3. 
	4. 
	5. 
	6. 
	7. 
	8. 
	9.
	DIV/ Universitas 
	DIII/ Sarjana Muda 
	Diploma I/ II 
	SMK 
	SMU 
	SLTP 
	SD 
	Tidak/ Belum Tamat SD 
	Tidak/ Belum Sekolah
	7,382 
	4,357 
	2,320 
	22,522 
	37,262 
	69,723 
	111,116 
	58,200 
	17,514
	6,712 
	1,415 
	1.755 
	15,471 
	33,045 
	75,061 
	110,423 
	57,278 
	42,931
	14,094 
	5,772 
	4,075 
	37,993 
	70,307 
	144,784 
	221,539 
	115,478 
	60,445
	J U M L A H
	330,396
	344,091
	674,487
	                                      Sumber : Kabupaten Purworejo dalam angka, 2006. 
	 
	Berdasarkan Tabel 5 tersebut diatas, dapat diketahui bahwa jumlah penduduk menurut tingkat pendidikan terbesar adalah lulusan sekolah Dasar yaitu: 221,539 orang (32.85%), sedangkan untuk lulusan Dipoloma I dan II yaitu: 4,075 orang (0,6%) merupakan yang terkecil dari tingkat pendidikan tersebut. 
	 
	E. Kantor Pertanahan Kabupaten Purworejo 
	Kantor Pertanahan Kabupaten Purworejo merupakan ujung tombak pelaksana dari Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia yang berada pada tingkatan daerah Tingkat II kabupaten. Sebagai ujung tombak inilah kantor pertanahan memiliki tugas yang langsung berhubungan dengan masyarakat secara langsung dalam memberikan pelayanannya di bidang pertanahan. 
	Kantor Pertanahan Kabupaten Purworejo berada di Kecamatan Purworejo Jalan Ksatriaan Nomor 1. Posisi kecamatan Purworejo sangat strategis sekali karena berada ditengah kabupaten sehingga terkelilingi oleh kecamatan-kecamatan yang lain. Hal tersebut menjadikan pelayanan kepada masyarakat menjadi mudah. 
	SDM yang ada pada Kantor Pertanahan berjumlah 39 orang yang terbagi dalam 6 seksi. Data mengenai penyebaran sumberdaya dan tingkat pendidikannya bisa dilihat pada Tabel 6. 
	TABEL 6 
	JUMLAH PEGAWAI KANTAH KAB PURWOREJO 
	DILIHAT DARI SEKSI DAN TINGKAT PENDIDIKANNYA 
	 
	NO
	SUB BAG/SEKSI
	PENDIDIKAN
	JUMLAH
	SD
	SMP
	SMA
	AKD
	DIV
	S1
	S2
	1
	Sub Bagian Tata Usaha
	22
	2
	14
	-
	2
	4
	-
	2
	Seksi SP & P
	23
	-
	1
	15
	1
	3
	2
	1
	3
	Seksi HT & PT
	30
	-
	-
	16
	3
	9
	1
	1
	4
	Seksi P & PP
	10
	-
	-
	-
	7
	1
	2
	-
	5
	Seksi P & P
	5
	-
	-
	-
	2
	1
	2
	-
	6
	Seksi SK & P
	3
	-
	-
	-
	-
	2
	1
	-
	JUMLAH
	93
	-
	3
	45
	13
	18
	12
	2
	                                         Sumber : Kantah Kabupaten Purworejo Bag Kepegawaian 
	 
	Dari Tabel diatas terlihat dengan jelas persebaran jumlah pegawai yang ada pada Kantor Pertanahan Kabupaten Purworejo. Sumberdaya manusia yang paling dominan pada Kantor Pertanahan Purworejo adalah lulusan Sekolah Menengah Atas atau sederajat sebanyak 45 orang. Sedangkan Lulusan Strata 2 (S2) merupakan sumberdaya yang paling sedikit, yaitu sebanyak 2 orang. 
	Dalam hal pelayanan kepada masyarakat, Kantor Pertanahan Kabupaten Purworejo memberikan semua pelayanan yang sudah menjadi tugasnya sesuai aturan yang ada. Pada tiap bulannya masyarakat yang memohon pendaftaran tanah (seperti yang di ungkapkan Kepala Seksi Pengendalian dan Pemberdayaan) baik bagi pendaftar pertama kali atau untuk balik nama dan sebagainya hanya kurang dari 300 (tiga ratus) pemohon. Jumlah bidang tanah yang sudah bersertifikat di wilayah Kabupaten Purworejo masih dibawah 30 (tiga puluh) Persen dari luasan wilayah yang ada. 
	Dari hal tersebut di atas menandakan bahwa tugas Kantor Pertanahan Kabupaten Purworejo masih sangat banyak dalam hal pendaftaran hak. Peran serta masyarakat dalam membantu proses percepatan pendaftaran hak semakin diperlukan. Hal tersebut disebabkan oleh bukti-bukti kepemilikan suatu bidang hak atas tanah ada pada masyarakat.  
	Sub Seksi Pemberdayakan Masyarakat merupakan bagian dari Seksi Pengendalian dan Pemberdayaan yang landasan kerjanya diatur dala Pasal 52 butir 2 Peraturan Kepala BPN No 4 tahun 2006.  SDM yang ada pada sub seksi tersebut hanya berjumlah 2 (dua) orang, yang terdiri dari satu kepala sub seksi dan satu orang staff. Namun dalam menjalankan tugasnya, sub seksi tersebut bersama-sama dengan sub seksi pengendalian. 
	     
	 
	 
	 

	BAB V.doc
	BAB V 
	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
	 
	A. Peranan Sub Seksi Pemberdayaan Masyarakat Dalam Percepatan Pendaftaran Tanah 
	Peranan Sub Seksi Pemberdayaan Masyarakat adalah suatu suatu tindakan yang harus dijalankan oleh Sub Seksi Pemberdayaan Masyarakat sesuai dengan kedudukannya atau jabatannya tersebut. Hal tersebut disebabkan karena dengan peranan yang dimilikinya Kepala Sub Seksi Pemberdayaan Masyarakat akan dapat mengatur perilaku Staf Sub Seksinya dan orang lain atau lembaga lain agar bisa terlibat dalam kegiatan yang diprogramkannya. Seperti dikemukakan oleh Kepala Seksi Pengendalian dan Pemberdayaan sebagai berikut: 
	“Tiada semata-mata dibentuk Seksi baru jika tidak ada gunanya dan pemberdayaan merupakan ujung tombak Kantor Pertanahan, semua kegiatan harus melibatkan pemberdayaan”. 
	 
	Program pemberdayaan masyarakat dalam bidang pertanahan merupakan program pemberian kemampuan atau kekuatan kepada masyarakat yang lemah atau kurang faham menjadi faham dan mengerti tentang pertanahan. Di Kantor Pertanahan Kabupaten tau Kota, Sub Seksi Pemberdayaan Masyarakat lebih jelas diatur dalam Peraturan Kepala BPN Nomor 4 Tahun 2006 Pasal 52 butir 2. Atas dasar tersebut diatas, informan di Kantor Pertanahan Kabupaten Purworejo menerjemahkan Pasal 52 butir 2 ditujukan untuk: 
	1. Memberi pemahaman terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan 
	2. Memberi pengertian tentang pentingnya memiliki sertipikat tanah. 
	3. Mencantumkan secara jelas dan tegas tentang hak dan kewajiban pemegang hak atas tanah pada produk Tata Usaha Negara di bidang pertanahan. 
	4. Memberi bantuan atau jalan untuk memperoleh pembiayaan dalam pengurusan pertanahan. 
	5. Memberi keringanan biaya bagi masyarakat tertentu dalam pengurusan pertanahan. 
	6. Memberi bimbingan dan pengarahan dalam rangka pengusahaan tanahnya secara optimal. 
	7. Memberi sanksi kepada mereka yang melanggar ketentuan. 
	8. Memberi perlindungan hak atas tanah-tanah yang dikuasai dan di garap.  
	 
	Berdasarkan hasil olahan data primer dan sekunder yang ada di Kantor Pertanahan Kabupaten Purworejo, penulis mencermati baru sebagian dari kegiatan tersebut diatas yang dikerjakan. Seperti, pelaksanaan kegiatan pada poin 1 dan 2 berupa penyuluhan pertanahan pada tingkat desa dan kecamatan. Poin 3 belum bisa terlaksana, poin 4 pelaksaannya berupa pensertipikatan tanah untuk Program Usaka Mikro dan kecil (UMK) . Program UMK ini semua pembiayan kegiatan pertanahan  dalam program sertipikasi hak atas tanah dibebankan pada DIPA Badan Pertanahan Nasional, hal tersebut dinyatakan dalam Pasal 15 Peraturan Ka BPN RI tentang Juknis Program Pemberdayaan UMK melalui Sertipikasi hak atas tanah untuk peningkatan akses permodalan.  Namun pada kenyataannya masyarakat masih mengeluarkan biaya yang dipungut oleh pihak desa untuk keperluan pemberkasan atau kelengkapan berkas seperti untuk pembiayaan materai.  
	Sertipikat yang telah terbit pada program kegiatan UMK ini menurut informasi dari Kepala Sub Seksi Pemberdayaan Masyarakat yaitu: tahun 2006 sebanyak 100 sertipikat, tahun 2007 sebanyak 100 sertipikat, dan untuk tahun 2008 dicanangkan sejumlah 350 sertipikat.  Mengenai data peserta UKM untuk tahun 2008 tercantum dalam Tabel 7. 
	TABEL 7 
	DAFTAR PESERTA SERTIPIKASI USAHA KECIL MIKRO (UKM) 
	YANG SUDAH TERDAFTAR PADA KANTOR PERTANAHAN KAB PURWOREJO 
	No
	Kecamatan
	Desa
	Target Bidang
	1. 
	 
	2. 
	3. 
	4. 
	 
	5. 
	6.
	Pituruh 
	 
	Kutoarjo 
	Kemiri 
	Gebang 
	 
	Purworejo 
	Loano 
	Kembang Kuning 
	Karanganyar 
	Wirun 
	Winong 
	Winong Lor 
	Salam 
	Wonoroto 
	Banyuasin Kembaran
	25 
	25 
	50 
	50 
	25 
	25 
	50 
	25 
	25
	Jumlah
	350
	                 Kantor Pertanahan Kab Purworejo Seksi Pengendalian dan Pemberdayaan  
	                               (data bulan Mei 2008) 
	 
	Untuk poin 5  yaitu memberi keringanan biaya bagi masyarakat tertentu dalam pengurusan pertanahan belum dilaksanakan karena sulit ditentukan masyarakat yang akan mendapat fasilitas keringanan biaya tersebut. Menurut Kepala Seksi Pengendalian Pertanahan mengungkapkan bahwa : 
	“pemberian keringanan untuk masyarakat tertentu adalah masyarakat yang kurang mampu atau miskin akan tetapi memiliki bidang tanah. Pemberian keringan tersebut nantinya pensertipikatkan akan dibuat dengan bentuk PRODA atau PRONA. Yang menjadi masalah adalah kriteria kurang mampu ini yang masih diperdebatkan dalam rapat di Kantor Bupati. Rencananya pekerjaan tersebut akan dikerjakan pada tahun anggaran 2009.” 
	 
	Dari pernyataan diatas jelaslah bahwa poin 5 tersebut belum bisa dilaksanan pada tahun 2008. Untuk poin-poin yang lain dalam penerjemaham Pasal 52 butir 2 Peraturan Kepala BPN Nomor 4 Tahun 2006 juga belum bisa terlaksana. 
	Hasil olahan data primer dan sekunder yang ada di Kantor Pertanahan Kabupateb Purworejo, yang penulis amati kegiatan yang dikerjakan oleh Sub Seksi Pemberdayaan Masyarakat masih berupa penyuluhan. Seperti halnya, memberi penyuluhan pada tingkat kecamatan yaitu pada acara pertemuan antar kepala desa se-Kecamatan Bener yang penulis pernah ikuti atau penyuluhan pada tingkatan desa/kelurahan untuk kegiatan Sertipikasi Massal Swadaya (SMS). Dalam pelaksanaan kegiatan tersebut juga melibatkan Sumberdaya Manusia (SDM) dari seksi lain yang disebabkan karena SDM yang berada di Sub Seksi Pemberdayaan Masyarakat sangat sedikit jumlahnya.(lihat Tabel 6) 
	Selain kegiatan tersebut, Sub Seksi Pemberdayaan Masyarakat menjalankan kerjasama kegiatan yang timnya beranggotakan dari instansi lain seperti pada kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Usaha Mikro dan Kecil (UMK). Kegiatan tersebut merupakan  kegiatan pensertipikatan tanah namun anggarannya dibebankan kepada pemerintah pusat dan daerah. Dari 2 (dua) contoh kegiatan tersebut peranan Sub Seksi Pemberdayaan Masyarakat banyak terlibat dalam hal memberian penyuluhan tentang pertanahan dan pentingnya pendaftaran tanah.  
	Sub Seksi Pemberdayaan Masyarakat merupakan Sub Seksi baru yang berada dibawah Seksi baru pula. Pengertian pemberdayaan begitu sangat luas dan kompleks cakupannya sehingga program kerja Sub Seksi Pemberdayaan Masyarakat hanya baru berjalan pada tataran yang sangat sederhana yaitu berupa program penyuluhan dan kerjasama bidang penyuluhan dengan instasi Pemerintahan Daerah setempat. sepengetahuan penulis ketahui bahwa di Kantor Pertanahan Kabupaten Purworejo Program kegiatan di Sub Seksi Pemberdayaan Masyarakat belum teragendakan secara matang, sehingga beberapa program kegiatan yang ada masih berupa coretan-coretan pada papan tulis saja. Sebagai contoh: sampai saat penelitian dilakukan, pada Sub Seksi Pemberdayaan Masyarakat belum memiliki catatan mengenai inventarisasi potensi yang ada pada  Kabupaten Purworejo, sehingga penulis memperoleh data hanya dalam bentuk lisan dari Kepala Seksi Pengendalian dan Pemberdayaan. Namun dalam program yang lain, seperti: asistensi dan fasilitasi dalam rangka penguatan penguasaan catatan mengenai kegiatannya dan hasil dari kegiatan mulai tertulis itupun masih dalam bentuk catatan tangan di papan tulis atau dalam buku agenda harian staff Sub Seksi Pemberdayaan Masyarakat. 
	Berdasarkan kenyataan yang ada dengan memperhatikan makna dari peranan dan pemberdayaan, Sub Seksi Pemberdayaan Masyarakat telah melakukan salah satu tindakan sesuai dengan tugasnya yaitu memahamkan masyarakat dan Pemerintah Daerah setempat tentang pentingnya pendaftaran tanah. Dengan penyuluhan yang dilakukannya diharapkan akan menciptakan suasana yang memungkinkan potensi yang ada pada masyarakat bisa berkembang. Dengan penyuluhan yang bekerjasama dengan pemerintahan daerah setempat, diharapkan pemberdayaan bisa menghadirkan proses kerjasama yang saling menguntungkan antara pihak masyarakat, kantor pertanahan dan pemerintahan daerah setempat. 
	  
	1. Sub Seksi Pemberdayaan Masyarakat sebagai “corong” Kantor Pertanahan. 
	Kepala Seksi Pengendalian dan Pemberdayaan Masyarakat mengungkapkan bahwa: “dalam melaksanakan berbagai kegiatan yang dimiliki Kantor Pertanahan, Sub Seksi Pemberdayaan Masyarakat identik sebagai “corong” atau juru bicara Kantor Pertanahan kepada masyarakat”. Hal tersebut dibuktikan dengan pelaksanaan berbagai kegiatan pertanahan yang berhubungan dengan masyarakat selau melibatkan Sub Seksi Pemberdayaan Masyarakat. Mulai dari kegiatan penyuluhan tentang pendaftaran tanah hingga sosialisasi reforma agraria.. Seperti dikemukakan oleh Kepala Seksi Pengendalian dan Pemberdayaan sebagai berikut: 
	“Staff Seksi Pengendalian dan Pemberdayaan itu siap ditempatkan dimana saja, karena dalam pelaksanaan dilapangan staff Seksi Pengendalian dan Pemberdayaan mampu dan bisa melaksanakan berbagai kegiatan yang berhubungan dengan Pendaftaran Tanah, karena saya sendiri berasal dari Seksi Pendaftaran tanah”.  
	 
	Ungkapan dari Kepala Seksi Pengendalian dan Pemberdayaan masyarakat tersebut memang bisa dibenarkan, karena untuk berbicara dan menjelaskan berbagai program kegiatan yang akan diselenggarakan harus mengetahui berbagai peraturan perundang-undangan yang melandasinya. Dalam pelaksanaannya dilapangan seperti yang penulis ketahui dan ikuti dalam rangka penyuluhan kegiatan Sertipikasi Massal Swadaya di Desa Sendangsari, petugas penyuluhan dari Kantor Pertanahan memang sangat mengusai berbagai seluk beluk pertanahan dari mulai tata cara pendaftaran hingga penanganan sengketa yang terjadi dimasyarakat.  
	Dari hal tersebut di atas membuktikan bahwa Sub Seksi Pemberdayaan Masyarakat sebagai “corong” atau juru bicara Kantor Pertanahan bisa dibenarkan. Peranan juru bicara sangat diperlukan dalam mensosialisasikan berbagai macam kegiatan yang akan diselenggarakan oleh pihak Kantor Pertanahan. Sampai tidaknya informasi dari Kantor Pertanahan kepada masyarakat bergantung kepada kepiawaian Sub Seksi Pemberdayaan Masyarakat dalam menyampaikannya. Semakin banyak “trik” ataupun “inovasi” yang bagus semakin mudah informasi diterima oleh masyarakat. 
	Dengan situasi yang demikian diharapkan Sub Seksi Pemberdayaan Masyarakat bisa membangun kesadaran masyarakat untuk mendaftarkan tanahnya. Dengan penyuluhan diharapkan masyarakat bisa faham dan mengerti apa arti penting sertipikat bagi bidang tanah yang dikelolanya. Dalam kenyataan yang ada, seperti diungkapkan salah seorang staf Seksi Pengendalian mengungkapkan: “setelah diberi penyuluhan beberapa kali sebagian masyarakat masih belum juga mau untuk mendaftarkan hak atas tanahnya”. Hal tersebut disebabkan masih banyaknya pemiliki tanah yang menguasai secara bersama-sama atau istilah mereka “Cs”, seperti yang diungkapkan oleh bapak X di Desa Girigondo yang menyatakan bahwa sertipikat itu sangat penting dan dalam pembuatannya biaya tidak menjadikan masalah. Akan tetapi yang bermasalah bahwa ia masih tinggal di atas tanah bersama milik leluhurnya yang belum dipecah-pecah dan sebagian saudaranya menghilang. Hal tersebut  menjadi penghalang dirinya untuk mendaftarkan tanahnya. 
	Kenyataan tersebut bukan saja persolan bapak X di Desa Girigondo akan tetapi menjadi persoalan yang memasyarakat dan mengakar di Kabupaten Purworejo. Permasalahan tersebut bisa teratasi dengan adanya penyuluhan pertanahan pada wilayah desa tersebut.  
	Hasil analisis penulis terhadap peranan Sub Seksi Pemberdayaan masyarakat sebagai “corong” Kantor Pertanahan sudah sesuai dengan peranannya. Sebagai “corong” mengandung makna sebagai pembicara atau penyampai berita tentang hal-hal yang berhubungan dengan pertanahan baik itu berupa program kegiatan ataupun berupa himbauan atau pemberitahuan.  
	 
	 
	2. Sub Seksi Pemberdayaan Masyarakat dalam kaitannya dengan Percepatan Pendaftaran Tanah 
	Percepatan Pendaftaran Tanah yang ada dimasyarakat salah satunya dipengaruhi oleh tingkat pemahaman dan kebutuhan masyarakat itu sendiri tentang pentingnya pendaftaran tanah. Pemahaman masyarakat tentang pentingnya pendaftaran tanah itulah yang pada akhirnya menjadi salah satu tugas Sub Seksi Pemberdayaan Masyarakat untuk memahamkannya. 
	Sampai dengan tanggal 12 Mei 2008 minat masyarakat yang ingin didaftar hak atas tanahnya melalui program SMS sudah mencapai 4.670 bidang dan diungkapkan oleh Kepala Seksi Pengendalian dan Pemberdayaan bahwa: “jumlah yang ada tersebut berkurang tidaklah mungkin, akan tetapi untuk bertambah sangatlah mungkin”. Jumlah 4.670 bidang yang mendaftar, baru sekitar 576 bidang tanah yang telah diukur sampai tanggal 12 Mei 2008. Hal tersebut membuktikan bahwa Sub Seksi Pemberdayaan Masyarakat bisa meningkatkan pendaftaran tanah.  
	Pada kenyataannya setelah Sub Seksi Pemberdayaan Masyarakat ada sejak Peraturan Kepala BPN Nomor 4 tahun 2006 terbit, pemohon pendaftaran tanah secara sporadik masih sama seperti sebelum terbitnya peraturan tersebut. Hal tersebut dikemukakan oleh Kepala Seksi Pengendalian dan Pemberdayaan bahwa dari sekian banyaknya desa yang ikut dalam SMS belum ada satupun yang diterbitkan sertipikatnya. Hal tersebut mengingat kegiatan SMS atau Sertipikasi Massal Swadaya baru ada pada awal tahun 2008. Selama dari tahun 2006 sampai akhir 2007 Sub Seksi Pemberdayaan Masyarakat masih mencari-cari dari Uraian Tugas yang belum jelas dan menunggu kebijakan dari pimpinan yang berada diatasnya. 
	Atas dasar itu semua, peranan Sub Seksi Pemberdayaan Masyarakat dalam rangka percepatan Pendaftaran Tanah sementara hanya bisa dilihat dari minat masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan SMS (lihat Tabel 9). Jika dilihat dari kenyataan tersebut, dan dibandingkan dengan permohonan pendaftaran tanah baik pertama kali secara sporadis maupun balik nama pada tiap bulannya yang diungkapkan oleh Kepala Seksi Pengendalian dan Pemberdayaan yang hanya kurang dari 300 pemohon, maka dengan adanya kegiatan SMS ini daftar pemohon meningkat pesat. 
	Hasil analisis penulis terhadap Peranan  Sub Seksi Pemberdayaan Masyarakat dalam kaitannya dengan percepatan pendaftaran tanah belum bisa dilihat dengan jelas dan pasti dalam bentuk terbitnya sertipikat. Sampai saat penulis meneliti di Kantor Pertanahan data yang tersedia masih berupa minat masyarakat yang bersedia ikut dalam pendaftaran tanah program SMS (lihat tabel 9). Sub Seksi Pemberdayaan Masyarakat dalam pelaksanaan pemberdayaan tersebut masih mengejar kuantitas (penggelembungan jumlah tanah terdaftar) dalam pelaksanaan program tersebut. Hal tersebut dibuktikan dengan pernyataan dari Staff Sub Seksi Pemberdayaan Masyarakat yang menyatakan bahwa, yang akan didaftar hanya desa yang pesertanya lebih dari 50 peserta SMS. Sedangkan untuk desa yang jumlah pesertanya kurang dari 50 tidak akan diikutkan dan hal tersebut menunggu kebijakan dari atasan yang lebih tinggi dalam hal ini Kepala Kantor Wilayah Provinsi jawa Tengah. Penggelembungan jumlah pemohon pendaftaran tanah tersebut seperti yang dikemukakan oleh Kepala Seksi Pengendalian dan pemberdayaan dimaksudkan untuk mengejar target dimana untuk wilayah Kabupaten Purworejo jumlah tanah yang terdaftar masih dibawah 30% dari luasan wilayah yang ada. 
	Dalam pelaksanaan pemberdayaan,  kepahaman masyarakat yang sebagian kecil belum dihargai secara utuh. Hal tersebut bisa berakibat mematikan potensi yang telah tumbuh walaupun sangat sedikit. Kenyataan itu membuktikan bahwa Sub Seksi Pemberdayaan Masyarakat dalam kaitannya dengan percepatan pendaftaran tanah masih melihat banyaknya peserta pada tiap desa. 
	Pengelolaan pemberdayaan sangatlah berbeda antara Kabupaten dan Kota. Permasalahan yang timbul dikabupaten atau yang identik dengan desa tentang pertanahan adalah kekurang fahaman masyarakat desa tentang pertanahan dan masyarakat masih merasa nyaman dan aman walaupun tanahnya tidak didaftarkan. Seperti dikemukakan salah seorang warga Desa Girigondo, “meskipun tanah saya tidak bersertipikat tidak akan ada yang mengambil kok!”. Pemahaman masyarakat seperti itulah yang membuktikan kekurang fahaman tentang pentingnya pendaftaran tanah. Untuk memahamkan masyarakat seperti itu Sub Seksi Pemberdayaan Masyarakat harus secara bertahap dan berkesinambungan dalam memberi pengertiannya. 
	Lain halnya dengan wilayah kota, penulis menyempatkan diri untuk berbincang-bincang dengan Kepala Sub Seksi Pemberdayaan Masyarakat pada Kantah Kota Surakarta dimana masyarakat disana cenderung telah faham tentang pentingnya pendaftaran tanah hal tersebut dibuktikan dengan telah terdaftarnya lebih dari 95% tanah dari luasan yang ada. Menurut informan, pemberdayaan pada masyarakat Kota Solo (istilah untuk Kota Surakarta) salah satunya ialah untuk mengurangi dan menyelesaikan sengketa serta konflik yang disebabkan ketimpangan status ekonomi yang mencolok. 
	Jika tidak segera diatasi permasalahan diatas, maka yang akan muncul adalah maraknya konflik, sengketa dan perkara pertanahan. Semua itu berawal  ketimpangan status ekonomi yang berdampak pada pesatnya laju harga tanah menyebabkan akses masyarakat atas tanah tidak adil. Bagi masyarakat yang kebetulan ada pada golongan ekonomi lemah pada akhirnya mereka akan mengokupasi tanah-tanah kosong (dalam hal ini diterlantarkan oleh pemiliknya) yang lambat laun akan menjadi pemukiman kumuh. 
	Jika mencermati permasalahan yang ada di Kota Solo tersebut, maka masyarakat yang ada di Kabupaten Purworejo betul-betul belum tahu berbagai akibat yang akan muncul dikemudian hari jika tanahnya tidak didaftarkan. Namun karena suasana kekeluargaan yang masih kental di Kabupaten Purworejo sehingga permasalahan yang menyangkut pertanahan menurut aparat Desa Girigondo, masalah pertanahan itu rata-rata masih bisa diselesaikan pada tingkatan musyawarah keluarga atau paling tinggi di Kantor Desa.  
	 
	3. Tanggapan Masyarakat dan Permasalahan Yang Ada Pada SubSeksi Pemberdayaan Masyarakat serta Prospek Solusinya 
	a. Tanggapan Masyarakat 
	Tanggapan masyarakat terhadap program yang diadakan oleh pihak BPN bekerja sama dengan pemerintahan Desa setempat pada umumnya sangat beragam. Namun pada umumnya masyarakat desa tidak mau mensertipikatkan tanahnya karena mereka belum tahu pentingnya sertipikat dan prosesnya yang sedikit rumit difahami. Setelah berkali–kali pihak Kantor Pertanahan mengadakan penyuluhan baik formal ataupun non formal, masyarakat mulai faham. Hal tersebut diungkapkan oleh salah seorang dari warga masyarakat Desa Sendangsari yang menyatakan bahwa: 
	“Baru kali ini ada penyuluhan tentang pentingnya sertipikat dan rupanya tidak susah ya, membuat sertipikat itu?”. Ungkapan itu menandakan bahwa masyarakat baru saja faham bahwa untuk mendaftarkan tanah itu penting dan prosedur pelaksanaannya sangat mudah. 
	 
	Sejalan dengan hal tersebut ungkapan yang sama muncul dari salah seorang warga masyarakat Kecamatan Grabag sebut saja Pak Paijo, yang sudah faham tentang pentingnya pendaftaran tanah sehingga sewaktu ada pendaftaran tanah lewat ajudikasi banyak dari warganya yang ikut terlibat. Istilah mereka dalam pendaftaran tanah lewat program ajudikasi adalah “pemutihan sertipikat”. Bahkan dari warga yang belum terdaftar tanahnya banyak yang bertanya kapan diadakan lagi program “pemutihan sertipikat”nya. 
	Dengan fenomena yang ada tersebut bisa dikatakan bahwa potensi masyarakat untuk ingin mendaftarkan tanahnya sangat besar. Namun dalam memasyarakatkan prosedur dan pendekatan dari pihak Kantor Pertanahan yang dirasa kurang terpenuhi.  
	Menanggapi tanggapan dari masyarakat tersebut, pihak Kantor Pertanahan menjawab bahwa proyek ajudikasi tersebut tidak selamanya ada sehingga nantinya masyarakat yang tidak terdaftar lewat program ajudikasi akan di ikutkan lewat program SMS. Namun dalam kenyatan dilapangan warga dalam satu desa yang sebagian ikut ajudikasi dan sebagian mau di ikutkan program SMS mengeluhkan masalah besarnya biaya yang harus dibayarkan dalam program SMS tersebut. Hal tersebut diakuai oleh Pihak Kantor Pertanahan dan langsung memberikan pengarahan kepada warga didesa tersebut dengan memberikan pengertian tentang perbedaan Program Pertanahan antara lewat Program Ajudikasi dan Program SMS. Namun sepertinya masyarakat tetap tidak mau tahu dengan keadaan tersebut. Pada akhirnya Pihak Kantor Pertanahan menghentikan dalam pemberian pengarahan sampai mereka sadar dengan sendirinya, hal tersebut diungkapkan oleh salah seorang staf Seksi Pengendalian dan Pemberdayaan . 
	Dengan cara membiarkan tanpa memberikan pengarahan kepada warga masyarakat yang telah diberi pengarahan, dimaksudkan agar mereka bisa belajar dari pengalaman yang dialami desa yang berada disebelahnya yang mana telah ikut Pogram SMS. Hal tersebut menjadikan suatu pemikiran bagi warga tersebut ternyata dengan program SMS biaya yang dikeluarkan masih relatif sedikit jika dibandingkan dengan memohon secara perorangan.  
	Selama penulis berada di Kantor Pertanahan, warga desa yang dibiarkan tersebut belum juga mau faham tentang perbedaan program yang diberikan tersebut. Pada akhirnya pihak Kantor Pertanahan dalam hal ini Subseksi Pemberdayaan Masyarakat melaksanakan pengarahan pada desa lain yang belum tersentuh dengan satu program pertanahanpun. Bukti mulai fahamnya masyarakat terhadap pertanahan bisa terlihat pada Tabel 9, dimana progaram SMS tersebut mulai diminati masyarakat luas. Pada dasarnya masyarakat akan terlibat dan berpartisipasi jika telah mengerti. 
	 
	b. Permasalahan yang dihadapi Subseksi Pemberdayaan Masyarakat dan Prospek Solusinya. 
	Dari berbagai pengalaman yang ada tentang pelaksanaan suatu kegiatan pasti ada yang namanya permasalahan. Baik itu permasalahan yang langsung berhubungan dengan kegiatan, ataupun yang timbul hanya dari ketidak pahaman suatu kegiatan.  Sub Seksi Pemberdayaan Masyarakat dibawah Seksi Pengendalian dan Pemberdayaan merupakan sub seksi baru dilingkungan Badan Pertanahan Nasional. Sebagai subseksi baru sudah tentu akan menghadapi dilema tersendiri dalam pengelolaannya. 
	Permasalahan yang timbul dalam Subseksi Pemberdayaan Masyarakat dari hasil wawancara dengan Kepala Seksi Pengendalian dan Pemberdayaan dikelompokan menjadi 2 (dua) permasalahan besar, yaitu: 
	 
	1. Permasalahan yang bersifat internal. 
	Permasalahan yang bersifat internal adalah permasalahan yang bersifat dari dalam instansi sendiri. Permasalahan ini muncul tatkala ada ke kurang fahaman dari individu atau pegawai terhadap munculnya subseksi baru tersebut.  Permasalahan yang bersifat internal ini antara lain: 
	1. Sebagai seksi baru dilingkungan BPN memang tidak mudah mengatur dan mengarahkan SDM kedalam pola pikir baru yang bersifat pemberdayaan. 
	2. Seksi Pemberdayaan dan Pengendalian merupakan seksi yang memiliki anggaran keuangan yang sangat kurang jika dibandingkan dengan program kerja yang ada, sehingga ada staf Seksi Pemberdayaan yang kurang antusias terhadap pekerjaan yang menjadi tugasnya. 
	3. Keberadaan seksi baru terkadang membawa kesan kurang diminati dan cenderung diremehkan dalam lingkungan kerja. 
	Dalam menanggapi permasalahan tersebut, Kepala Seksi Pengendalian dan Peberdayaan mengatakan dengan penuh percaya diri bahwa: “Tidak semata-mata dibentuk seksi baru oleh BPN jika tidak ada pekerjaannya dan manfaatnya”. Dengan bermodal semangat seperti itu beliau terus menyemangati staf-stafnya setiap pagi dan saat-saat dimana situasi sedang santai serta penuh dengan rasa kekeluargaan. 
	Dengan tanpa bosan melaksanakan bimbingan seperti itu secara terus menerus membuahkan hasil yaitu suatu kekompakan dalam bekerja. Perihal anggaran yang sangat kurang hal tersebut disiasati oleh Kepala Seksi Pemberdayaan beserta stafnya dengan membuat kerja sama dalam mencari informasi tentang kapan pihak Pemda Kabupaten akan mengadakan penyuluhan tentang apapun. Jika Pihak Pemda akan mengadakan penyuluhan,  maka Pihak Kantor Pertanahan ikut bergabung atau Kepala Seksi Pengendalian dan Pemberdayaan meng istilahkan dengan “nunut ngomong”.  Dengan cara seperti informasi tentang pertanahan bisa sampai ke masyarakat luas. Sebagai contoh pelaksanaan pekerjaan SMS, yang mana dengan adanya program kerja tersebut pihak Kantor Pertanahan bisa mensosialisasikan tanpa memerlukan anggaran yang banyak, akan tetapi bisa menghasilkan pekerjaan yang melimpah. 
	 Dari kenyataan tersebut penulis menyimpulkan bahwa Sub Seksi Pemberdayaan Masyarakat dalam melaksanakan peranannya sudah sesuai dengan makna pemberdayaan itu sendiri yaitu suatu proses kerja sama yang saling menguntungkan. Dimana pihak Kantor Pertanahan diuntungkan dengan informasi yang dapat tersampaikan ke masyarakat luas, dari pihak Pemerintah Daerah dengan semakin banyaknya pendaftarran tanah maka akan meningkatkan pemasukan terhadap pendapatan daerah. 
	 
	2. Permasalahan yang bersifat eksternal  
	Permasalahan yang bersifat eksternal adalah permasalahan yang bersifat dari luar instansi sendiri. Permasalahan ini muncul tatkala ada ke kurang fahaman dari masyarakat atau instansi lain terhadap munculnya subseksi baru tersebut. Permasalahan yang bersifat eksternal ini antara lain: 
	1. Pada umumnya masyarakat kurang faham jika hanya baru sekali mendapat penyuluhan pada tingkatan desa, sehingga masyarakat kurang antusias terhadap program yang di berikan. 
	2. Aparat desa masih banyak yang belum faham juga tentang prosedur dan tata cara pembuatan sertipikat, sehingga berimbas pada masyarakat yang bertanya pada aparat desa merasa kurang puas. 
	3. Desa sebagai organisasi terendah yang langsung dibawah camat dan yang boleh mengelola serta berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki kewenangan khusus dalam mengambil pungutan selain biaya yang sudah  diatur dalam brosur yang sudah ditentukan. Pungutan tersebut berupa “Pologoro” yang bermakna sumbangan sebesar “Polo” atau Buah Pala untuk “Negoro” atau Negara yang digunakan untuk pembangunan diwilayah desanya. Namun yang jadi masalah adalah besarnya pungutan tersebut antara 5% sampai 10% dari biaya transaksi jual beli yang ada di desa tersebut. Hal tersebut sedikitnya menimbulkan masalah bagi masyarakat yang akan mendaftarkan tanahnya.   
	Dalam mengatasi permasalahan eksternal tersebut Kepala Seksi Pemberdayaan dan Pengendalian memiliki ide dengan cara penyuluhan tanpa mengenal tempat dan waktu. Misalnya, jika masyarakat belum tahu juga betapa pentingnya pendaftaran hak atas tanah, maka para staff Seksi Pemberdayaan dan Pengendalian akan terjun memberi penyuluhan ke masyarakat di warung-warung kopi, acara pengajian bahkan dalam acara arisan warga dengan waktu yang tidak ditentukan. Hasil dari penyuluhan tersebut jika ada yang berminat akan ditindaklanjuti dengan pertemuan di balai desa setempat.  
	Untuk aparat desa yang juga belum faham tentang pertanahan akan diberi penyuluhan tersendiri. Sehingga mereka akan terjaga kehormatannya didepan masyarakat. Sedangkan untuk menekan biaya berupa “Pologoro” pihak Kantor Pertanahan atau pun Pemerintah Daerah belum bisa meminimalisir namun hanya memberi himbauan saja berupa surat dari Bupati (Lihat lampiran 3) yang  menyampaikan kepada Kepala Desa/Kelurahan yang berminat menyelenggarakan kegiatan SMS, agar beban biaya yang dibebankan kepada masyarakat dapat ditekan seminimal mungkin.  
	 Kenyataan diatas membuktikan bahwa Sub Seksi Pemberdayaan Masyarakat masih memiliki kekhawatiran yang tinggi terhadap minat masyarakat dalam mendaftarkan tanahnya. Namun dari pandangan masyarakat terhadap adanya “Pologoro” tersebut tidak begitu berpengaruh karena dari biaya ”Pologoro” tersebut masyarakat masih bisa menikmatinya berupa kondisi jalan-jalan dan gang-gang yang tertata dengan baik  
	 
	B. Bentuk Program Kerja Yang Telah Dilaksanakan Sub Seksi Pemberdayaan Masyarakat di Kantor Pertanahan Kab Purworejo Dalam Rangka Percepatan Pendaftaran Tanah. 
	1. Inventarisasi Potensi 
	Kegiatan yang berhubungan dengan Inventarisasi Potensi yang ada di wilayah Kabupaten Purworejo, Sub Seksi Pemberdayaan Masyarakat belum melaksanakan sesuai dengan tugasnya. Bahkan bentuk dari inventarisasi potensi itu sendiri belum ada. Hal tersebut disebabkan karena Sub Seksi Pemberdayaan Masyarakat sedang sibuk dengan Program Kegiatan Sertipikasi Massal Swadaya yang sedang gencar dilakukan diseluruh wilayah Kabupaten purworejo. Sehingga inventarisasi potensi yang ada masih dikaitkan dengan kegiatan SMS tersebut. 
	Dalam inventarisasi potensi yang ada diwilayah Kabupaten Purworejo yang dikemukakan oleh Kepala Seksi Pengendalian dan pemberdayaan Masyarakat menyatakan bahwa:  
	“dari seluruh luasan wilayah yang ada di Kabupaten Purworejo baru sekitar kurang dari 30% yang terdaftar hal tersebut disebabkan oleh ketidak berdayaan masyarakat dibidang pertanahan yang disebabkan oleh kurangnya kesadaran terhadap pentingnya memiliki sertipikat tanah bagi tanah yang dimilikinya. Serta perlu diketahui bahwa kisaran pendaftaran tanah untuk pertama kali dan peralihan pada dalam hal ini secara sporadik pada tiap bulannya kurang dari 300 pemohon”. 
	 
	Pernyataan Kepala Seksi Pengendalian dan pemberdayaan Masyarakat tersebut bisa dibenarkan, karena ada pernyataan dari aparat Desa Girigondo yang menyatakan bahwa: 
	 “masyarakat sampai saat ini belum berminat untuk mensertipikatkan tanahnya karena sedang tidak butuh uang. Jika ada masyarakat yang butuh uang maka mereka baru akan mensertipikatkannya. Masalah biaya tak ada masalah yang penting sertipikat jadi”. 
	 
	Bertitik tolak dari potensi tersebut Kepala Seksi Pengendalian dan pemberdayaan Masyarakat terpacu untuk memberikan pemahaman terhadap arti penting pendaftaran tanah kepada masyarakat dalam berbagai penyuluhan yang dilakukannya pada acara-acara rapat koordinasi antar kepala desa dikecamatan-kecamatan pada tiap bulannya. Hal tersebut dimaksudkan untuk memasyarakatkan pendaftaran tanah pada seluruh Kepala/Kelurahan yang pada akhirnya bisa sampai pada masyarakat diwilayah desa/kelurahannya. 
	Dengan cara seperti tersebut diatas diharapkan bisa menjadi awal pemahaman tentang pertanahan dari Kepala Desa atau Lurah, sehingga masyarakat bisa terpacu untuk mendaftarkan tanahnya. Perlu diketahui bahwa sebagian besar masyarakat diwilayah Kabupaten Purworejo hampir rata-rata menyerahkan masalah pertanahannya pada Kantor Desa/Kelurahan yang ada diwilayahnya. Hal tersebut dibuktikan dengan rata-rata masyarakatnya tidak memiliki Surat C Desa. Dalam kenyataannya Surat tersebut dipegang oleh pejabat desa setingkat “Carik” atau Sekretaris Desa. 
	Besarnya pengaruh desa/kelurahan membuat pemerintahan desa/kelurahan harus lebih mengetahui tentang pertanahan yang lebih mendalam lagi. Hal tersebut merupakan potensi tersendiri yang menjadikan desa/kelurahan sebagai tempat konsultasi pertanahan warga masyarakatnya. Pembekalan pengetahuan para aparat desa/kelurahan biasanya diadakan sebulan sekali pada saat pertemuan antar aparat desa di kecamatan. Seperti yang penulis ikuti yaitu pada Bulan Mei 2008. Isi materi yang disajikan oleh penyuluh dari pertanahan itu berisi tentang pentingnya pensertipikatan tanah, berapa biaya yang menjadi patokan dari kantor pertanahan dan jika ada yang berminat apalagi ditunjang dengan  peserta yang banyak maka ikut saja program Sertipikasi Massal Swadaya tapi untuk pelaksanaan tahun 2009 mengingat untuk tahun 2008 sudah banyak yang memohon. Potensi informasi tersebut ditunjang dengan membagikan brosur kegiatan SMS (lihat lampiran 4) sehingga para Kepala Desa bisa menginformasikan kepada warganya. 
	Respon dari peserta yang terdiri dari para Kepala Desa dan jajarannya sangat antuasias sekali, hal tersebut ditandai dengan banyaknya pertanyaan mengenai persyaratan pendaftaran tanah sampai mengapa harus untuk tahun 2009. Untuk wilayah Kecamatan Bener dialokasikan pada tahun 2009 karena sampai saat itu jumlah pendaftar sudah sangat banyak (lihat Tabel 9).  
	Sub Seksi Pemberdayaan Masyarakat dalam kaitannya dengan pemberi pemahaman dan kaitannya dengan peranan yang diembannya sudah bertindak sesuai dengan peran yang dipegangnya. Namun dalam pengadministrasian data dan informasi yang menunjang gerak langkahnya masih dipandang belum lengkap. Sebagai contoh belum tersedianya basis data yang menunjukan berbagai potensi yang menyangkut pertanahan yang berada diwilayah Kabupaten Purworejo. Akan tetapi jika dipandang dari masih barunya keberadaan Sub Seksi Pemberdayaan Masyarakat tersebut, peranan dalam rangka percepatan pendaftaran tanah di Kabupaten Purworejo sudah cukup baik walau masih dilihat dari minat masyarakat yang menjadi peserta SMS. 
	  
	2. Program Asistensi Pemberdayaan Masyarakat berupa memberikan Penyuluhan tentang Pertanahan Secara Bertahap dan Terus Menerus. 
	Asistensi merupakan kegiatan membantu seseorang atau orang lain dalam tugas profesionalnya Sub Seksi Pemberdayaan Masyarakat. Dalam kegiatan asistensi, dilakukan berbagai penyuluhan dan pendampingan yang dilakukan oleh Staff Seksi Pemberdayaan dan Pengendalian baik secara formal yaitu pada tingkat Kabupaten, Kecamatan, dan Desa. Maupun dalam secara nonformal kegiatan penyuluhan dilakukannya dengan cara diselipkan  dalam acara-acara yang diselenggarakan   oleh warga masyarakat, seperti: pengajian rutin, arisan warga dan berupa obrolan ringan di warung-warung kopi. Hal tersebut diungkapkan oleh salah seorang Staff Seksi Pemberdayaan dan Pengendalian. Cara-cara tersebut dibuat sedemikian rupa agar masyarakat tertarik dan jika mulai tertarik biasanya akan diselenggarakan secara resmi di balai desa tempat masyarakat itu berada. 
	Kegiatan penyuluhan yang bersifat formal biasanya didampingi oleh aparat Desa setempat, Camat, dan berbagai instansi yang ada pada wilayah kecamatan dan pelaksanaan waktunya tertata dengan jelas begitupun dengan tempat pelaksanaannya. Sedangkan yang bersifat non formal hanya dilaksanakan oleh satu orang aparat dari Kantor Pertanahan saja dan waktunya tidak terdaftar dengan jelas, bisa dilaksanakan siang ataupun malam serta tempatnya hanya dirumah warga yang memiliki acara saja. Daftar kegiatan penyuluhan yang Subseksi Pemberdayaan Masyarakat laksanakan terdapat dalam Tabel 8 dibawah ini. 
	 
	 
	 
	TABEL  8 
	DAFTAR KEGIATAN PENYULUHAN PADA MINGGU KE-II BULAN MEI 
	YANG SUDAH TERJADWAL PADA SEKSI PENGENDALIAN DAN PEMBERDAYAAN 
	DI KANTOR PERTANAHAN KAB PURWOREJO 
	 
	No
	Tanggal 
	Jam
	Nama Kegiatan
	Tempat 
	(Desa/Kec)
	1. 
	 
	 
	2. 
	 
	 
	 
	 
	3. 
	 
	4. 
	 
	 
	5. 
	 
	 
	6. 
	 
	12-05-2008 
	09.00 wwib 
	 
	13-05-2008 
	09.00 wwib 
	10.00 wwib 
	 
	 
	14-05-2008 
	 
	15-05-2008 
	09.00 wwib 
	 
	16-05-2008 
	09.00 wwib 
	 
	17-05-2008 
	09.00 wwib
	- Sosialisasi Reforma Agraria 
	 
	 
	- Sosialisasi Reforma Agraria 
	 
	- Sosialisasi Sertipikasi Massal 
	  Swadaya 
	 
	 
	- Sosialisasi Reforma Agraria 
	 
	- Sosialisasi Reforma Agraria 
	 
	 
	- Sosialisasi Reforma Agraria 
	 
	 
	- Sosialisasi Reforma Agraria
	Mubing Lor-Butuh 
	 
	 
	Beber-Bener 
	 
	Sendangsari-Purwodadi 
	 
	 
	Girigondo-pituruh 
	 
	Aglik-Grabag 
	 
	 
	Hargobinangun-Grabag 
	 
	 
	Sumbersari-Banyuurip
	                       Sumber:  Kantor Pertanahan Kab Purworejo Seksi Pengendalian dan Pemberdayaan  
	                                                (data bulan Mei 2008) 
	 
	Dengan cara tersebut diharapkan masyarakat semakin banyak mengerti dan faham sehingga tercipta suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat tersebut berkembang. Sehingga jika keyakinan sudah terbentuk, maka masyarakat akan sadar dan mau mendaftarkan hak atas tanahnya.  Pada akhirnya program mempercepat kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali akan dengan mudah tercapai.  
	Asistensi atau pendampingan berupa bimbingan atau pun pengarahan yang diberikan oleh Sub Seksi Pemberdayaan Masyarakat pada hakekatnya hanya dilakukan pada saat ada suatu program pertanahan saja, misalkan dalam kegiatan Sertipikasi Massal Swadaya (SMS). Assistensi tersebut bisa berupa penyuluhan, pengarahan atau berupa bantuan dalam pengisian berkas-berkas permohonan. Seperti yang penulis ketahui bahwa dalam pelaksanaan SMS format permohonan menjadi peserta SMS yang diajukan pihak desa/kelurahan merupakan hasil buatan Kantor Pertanahan (lihat lampiran 5). 
	Assistensi berupa pendampingan dalam pemberkasan permohonan pendaftaran menjadi peserta SMS biasanya dilakukan setelah ada yang mendaftarkan tanahnya ke kantor desa. Seperti dikemukakan oleh salah seorang Staff Seksi Pemberdayaan dan Pengendalian, bahwa:  
	 “pemberkasan dimulai satu minggu setelah penyuluhan dilaksanakan. Namun ada juga yang berminggu-minggu setelah penyuluhan dilaksanakan tidak ada masyarakat yang mau mendaftarkan tanahnya. Hal tersebut disebabkan oleh pihak Kepala Desa kurang aktif dan cenderung menunggu laporan dari para Ketua RTnya, sedangkan para Ketua RTnya sendiri rata-rata sibuk dengan urusannya masing-masing. Akan tetapi ada juga pihak desa yang datang ke Kantor Pertanahan meminta agar pihak Kantor Pertanahan segera mengadakan pemberkasan di desanya karena warga masyarakat desanya sudah pada mendaftar, padahal diwilay tersebut belum ada penyuluhan hanya dengar dari desa sebelah.” 
	 
	Dari pernyaan itu kita bisa mengetahui bahwa bagaimanapun hebatnya penyuluhan yang dilakukan oleh pihak Kantor Pertanahan jika tidak ada respon dari Pihak Pemerintahan Desa setempat, maka akan mengalami kesulitan. Namun berita dari mulut kemulut warga masyarakat desa akan semakin bermanfaat dalam penyebarluaskan informasi berupa program pertanahan yang ada. 
	Jika penulis cermati dengan seksama agenda penyuluhan yang ada pada Kantor Pertanahan pada Sub Seksi Pemberdayaan Masyarakat, maka penyuluhan tersebut bisa dibagi kedalam dua bagian. Pertama, penyuluhan yang bersifat reguler atau terjadwal. Pada intinya penyuluhan ini bersifat formal, karena materi dan waktu pelaksanaan sudah tertata rapi. Hal tersub terlihat dengan ditampilkannya agenda penyuluhan pada papan kegiatan penyuluhan. (lihat Tabel 8). 
	Kedua, penyuluhan yang bersifat non reguler atau tidak terjadwal. Pada penyuluhan ini bisa bersifat formal maupun non formal. Bersifat formal karena penyuluhan ini sifatnya resmi akan tetapi jadwalnya yang tidak tetap, misalnya yang penulis pernah ikuti yaitu berupa penyuluhan pertanahan di Kecamatan Bener yang pesertanya para Kepala Desa se-Kecamatan Bener. Waktu pelaksanaan hanya dengan pemberitahuan lewat telpon satu jam sebelum pelaksanaan penyuluhan dari Camat Bener.  
	Penyuluhan yang bersifat non formal sifatnya memang tidak resmi, penjadwalan waktunya bisa siang maupun malam dan pelaksanaannya biasanya dilakukan sekaligus dengan pemberkasan pada satu kegiatan, misalkan pada saat pelaksanaan kegiatan SMS. Hal tersebut dilakukan dalam rangka memperlancar pelaksanaan kegiatan pertanahan yang ditargetkannya. 
	Selain untuk program SMS ada juga penyuluhan tentang Sosialisasi Reforma Agraria. Dalam penyuluhan tersebut pelaksanaannya adalah kegiatan menyususun dan pengelolaan basis data pertanahan pada tingkatan desa. Program Reforma Agraria tersebut merupakan kelanjutan dari dari program sebelumnya yaitu berupa program Manajemen Pertanahan Berbasis Masyarakat (MPBM) (lihat lampiran 8).  
	Dalam sosialisasi ini hanya ditekankan pada kelengkapan berkas-berkas pertanahan pada tingkatan desa, yaitu surat C desa yang menerangkan tentang subjek dan objek pada tingkatan desa. Selain itu yang terpenting adalah memasyarakatkan pemasangan patok batas tanah untuk mengurangi peluang sengketa dimasa yang akan datang. 
	Menurut Kepala Seksi Pemberdayaan dan Pengendalian menyatakan: Jika program-program yang disosialisasikan ini sudah terlaksana dengan baik, diharapkan pada tahun-tahun mendatang wilayah tersebut bisa dijadikan sebagai wilayah SMS. Sehingga sosialisasi ini merupakan penyuluhan awal sebelum SMS masuk wilayah tersebut. 
	Hasil dari suatu penyuluhan ada juga yang pada akhirnya dibentuk suatu kelompok yang dinamakan kelompok masyarakat sadar tertib pertanahan atau disingkat menjadi POKMASDARTIBNAH. Kelompok tersebut  dibentuk sebagai gerakan partisipasi masyarakat dalam rangka mempercepat catur tertib pertanahan serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Salah satu kegiatan dalam POKMASDARTIBNAH adalah pemasangan tanda batas tanah dilakukan oleh pemilik tanah secara bersama-sama pemilik tanah yang berdampingan. 
	Di Kabupaten Purworejo POKMASDARTIBNAH di maksudkan untuk mensukseskan Program Pembaharuan Agraria Nasional (PPAN) dan program pertanahan lainnya antaralain: Sertipikasi Massal Swadaya, Inventarisasi Penguasaan Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah (P4T). 
	Selain itu POKMASDARTIBNAH dimaksudkan untuk membangun kebersamaan, peningkatan peran serta masyarakat dalam pendayagunaan tanah dan penaganan pencegahan timbulnya  konflik, sengketa dan masalah pertanahan (lihat lampiran 7). 
	 
	3. Fasilitasi dalam rangka penguatan penguasaan  
	Sepengetahuan penulis bahkan yang diketahui oleh masyarakat banyak,  bahwa dalam proses pendaftaran hak atas tanah di kantor-kantor pertanahan cenderung mahal dan memakan waktu yang cukup lama dari standar waktu yang ada. Hal semacam itu tidak bisa dipungkiri lagi karena banyak di kalangan masyarakat yang tidak faham tentang sejumlah biaya yang masuknya kemana dan berapa jangka waktu resmi dalam pembuatan sertipikat tersebut. Pembuatan sertipikat bukanlah seperti membeli “gorengan”, uang diserahkan dan gorenganpun bisa langsung disantap. Akan tetapi dalam pembuatan sertipikat memerlukan proses-proses cermat yang lumayan memakan waktu agak lama dan adanya sejumlah uang yang harus diserahkan pada negara. Hal itulah yang selama ini masyarakat tidak mengetahuinya dan cenderung beranggapan bahwa satu bidang tanah dengan bidang tanah lainnya memerlukan biaya yang sama. 
	Sejalan dengan adanya anggapan masyarakat tersebut, Kantor Pertanahan Kabupaten Purworejo membuat beberapa terobosan berupa program pensertipikatan tanah baik secara sistematik yang dibiayai oleh penerintah maupun yang sporadik yang lebih ringan biayanya dan dipermudah prosedur pelaksanaannya. Namun dalam penelitian ini yang penulis teliti sebatas pada pendaftaran tanah sporadik atau kegiatan pendaftaran tanah yang biayanya dibebankan pada masyarakat selaku pemohon pendaftaran tanah. Dalam kegiatan pendaftaran tanah tersebut yang ada hanya kegiatan yang diberi nama Sertipikasi Massal swadaya atau lebih dikenal dengan sebutan SMS. 
	Kegiatan dalam rangka percepatan pendaftaran secara sporadik yang ada berupa Sertipikasi Massal Swadaya  (SMS). Program  Sertipikasi Massal Swadaya  (SMS) merupakan  kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serempak yang meliputi tanah yang belum bersertipikat. Dalam hal pembiayaan semuanyanya ditentukan secara swadaya masyarakat. 
	Dasar perintah pelaksanaan SMS berasal dari Kanwil BPN Provinsi Jawa Tengah yang diperintahkan kepada setiap Kantor Pertanahan dilingkungannya. Kantor Pertanahan Kabupaten Purworejo dalam menerjemahkan perintah tersebut lalu membuat semacam Tim Khusus semacam Satuan Tugas (Satgas) yang bertugas mencari minat masyakarat (lihat lampiran 2) yang mana Kepala Seksi Pengendalian dan Pemberdayaan terlibat sebagai penanggung jawab dan Kepala Sub Seksi Pemberdayaan Masyarakat bertindak sebagai Koordinator Administrasi dalam kegiatan tersebut. 
	Namun dalam pelaksanaannya dilapangan, kegiatan SMS memerlukan bantuan Pemerintah Daerah setempat untuk sosialisanya. Hal tersebut diawali dengan pemberitahuan Pihak Kantor Pertanahan kepada Kepala Daerah Kabupaten Purworejo dalam hal ini Bupati berupa surat usulan kegiatan Sertipikasi Massal Swadaya (SMS) dengan Nomor 480-/203/2008 tertanggal 4 Maret 2008. Balasan surat usulan tersebut ditanggapi dengan surat  Nomor 590/1214/2008 yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Purworejo dan Camat se-Kabupaten Purworejo (Lihat lampiran 3). 
	 Isi surat tersebut merupakan tindak lanjut dari surat yang diberikan Kantor Pertanahan Purworejo tentang kegiatan SMS dan meminta kepada Camat agar melaksanakan hal-hal sebagai berikut: 
	a. Mengkoordinasikan usulan kegiatan tersebut dari desa/kelurahan yang berminat. 
	b. Bersama dengan Kantor Pertanahan menyelenggarakan sosialisasi kepada masyarakat. 
	c. Menyampaikan kepada Kepala Desa/Kelurahan yang berminat, agar beban biaya kepada masyarakat dapat ditekan seminimal mungkin. 
	d. Segala biaya yang dibebankan kepada warga terkait dengan biaya Sertipikasi Massal Swadaya (SMS), agar disahkan dengan Peraturan Desa/ Musyawarah Kelurahan. 
	 
	Surat edaran dari Bupati untuk Camat se-Kabupaten Purworejo tersebut dimaksudkan agar para Kepala Desa atau Lurah dapat menekan biaya seminimal mungkin. Menurut pengakuan Staff Subseksi Pemberdayaan Masyarakat bahwa yang membebani masyarakat dalam pensertipikatan tanah salah satunya adalah biaya ”Pologoro” yang bermakna sumbangan sebesar “Polo” atau Buah Pala untuk “Negoro” atau Negara yang digunakan untuk pembangunan diwilayah desanya. Namun yang jadi masalah adalah besarnya pungutan tersebut yang sangat beragam yaitu antara 5% sampai 10% dari biaya transaksi jual beli yang ada di desa tersebut. Hal tersebut sedikitnya menimbulkan masalah bagi masyarakat yang akan mendaftarkan tanahnya. Pada tingkatan Kelurahan, biaya pologoro tersebut sudah disamakan yaitu sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) per sekali transaksi jual beli tanah.  
	Dengan adanya surat edaran Bupati Nomor 590/1214/2008 tentang pengkordinasian dan penekanan biaya yang seminimal mungkin menjadi bekal bagi Sub Seksi Pemberdayaan Masyarakat untuk semakin gencar mengadakan berbagai penyuluhan pada tingkat kecamatan dengan membagikan brosur SMS kepada para peserta penyuluhan yang dihadiri oleh seluruh Kepala Desa dan Lurah (lihat Lamp 4). Pada penyuluhan tersebut dijelaskan manfaat sertipikat dan pembiayaannya. Sehingga pada tahapan selanjutnya desa yang berminat mengadakan Sertipikasi Massal Swadaya mengajukan permohonan kepada pihak Kantor Pertanahan agar desanya dijadikan objek SMS (Lihat lampiran 5). 
	Pada tabel 9 dibawah ini terlihat jumlah desa/kelurahan yang menginginkan agar desa/kelurahannya dijadikan objek SMS. Data desa/kelurahan yang terdaftar sampai pada tanggal 12 Mei 2008 sebagian dari desa/keluran tersebut sudah diberi penyuluhan dan sebagian lagi belum diadakan penyuluhan yang disebabkan oleh jumlah SDM yang kurang memadai di Kantor Pertanahan Kabupaten Purworejo. 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	TABEL 9 
	DAFTAR PESERTA SERTIPIKASI MASAL SWADAYA (SMS) 
	YANG SUDAH TERDAFTAR PADA KANTOR PERTANAHAN KAB PURWOREJO 
	 
	No
	Desa/Kel
	Kecamatan
	Target (Bid)
	No
	Desa/Kel
	Kecamatan
	Target (Bid)
	1. 
	2. 
	3. 
	4. 
	5. 
	6. 
	7. 
	8. 
	9. 
	10. 
	11. 
	12. 
	13. 
	14. 
	15. 
	16. 
	 
	17. 
	18. 
	 
	19. 
	20. 
	21. 
	22. 
	23. 
	24. 
	25.
	Bangkat 
	Grabag 
	Kedungsari 
	Wonosari 
	Blendug 
	Condongsari 
	Semawung 
	Tlepok Kulon 
	Keseneng 
	Pakisrejo 
	Borokulon 
	Tegalrejo 
	Mudal 
	Sindurejan 
	Borowetan 
	Semawung kembararn 
	Triwarno 
	Kembang kuning 
	Ngombol 
	Grantung 
	Kalimiru 
	Besole 
	Botodaluman 
	Kaliwungu 
	Lugosobo 
	Purwodadi 
	Grabag 
	Purworejo 
	Ngombol 
	Purwodadi 
	Banyuurip 
	Purworejo 
	Grabag 
	Purworejo 
	Banyuurip 
	Banyuurip 
	Banyuurip 
	Purworejo 
	Purworejo 
	Banyuurip 
	Kutoarjo 
	 
	Banyuurip 
	Ngombol 
	 
	Ngombol 
	Bayan 
	Bayan 
	Bayan 
	Bayan 
	Bruno 
	Gebang 
	50  
	50 
	50 
	65 
	50 
	200 
	200 
	50 
	50 
	50 
	250 
	100 
	150 
	55 
	100 
	50 
	 
	50 
	100 
	 
	100 
	100 
	50 
	150 
	100 
	400 
	100
	26. 
	27. 
	 
	28. 
	29. 
	30. 
	31. 
	32. 
	33. 
	34. 
	35. 
	36. 
	37. 
	38. 
	39. 
	40. 
	41. 
	42. 
	43. 
	44. 
	45. 
	46. 
	47. 
	48. 
	49.
	Kledung krudenan 
	Kledung karang dalam 
	Doplang 
	Sandisari 
	Karangtalun 
	Sukamanah 
	Bandung 
	Brangsong 
	Plipir 
	Dukuhrejo 
	Botorejo 
	Briyan 
	Wareng 
	Sendangsari 
	Kunir 
	Candingosimam 
	Tumenggung 
	Cangkrep lor 
	Ketug 
	Pangenrejo 
	Brunorejo 
	Brunosari 
	Gintungan 
	Bayan
	Banyuurip 
	Banyuurip 
	 
	Purworejo 
	Banyuurip 
	Ngombol 
	Purwodadi 
	Kutoarjo 
	Purworejo 
	purworejo 
	Bayan 
	Bayan 
	Ngombol 
	Butuh 
	Purwodadi 
	Butuh 
	Banyuurip 
	Ngombol 
	Purworejo 
	Butuh 
	Purworejo 
	Bruno 
	Bruno 
	Gebang 
	Bayan  
	100 
	100 
	 
	50 
	100 
	150 
	100 
	50 
	100 
	100 
	100 
	100 
	200 
	50 
	50 
	50 
	50 
	50 
	150 
	50 
	50 
	100 
	100 
	50 
	100
	Jumlah
	4.670
	      Sumber: Kantor Pertanahan Kab Purworejo Seksi Pengendalian dan Pemberdayaan  
	                      (data bulan Mei 2008) 
	 
	Dari Tabel 9 diatas, jumlah bidang tanah yang sudah terukur sampai dengan tanggal 12 Mei 2008 berjumlah 576 bidang. Jika dilihat dari minat masyarakat terhadap pendaftaran tanah untuk pertama kali setelah diadakan berbagai penyuluhan sangat meningkat sekali. Hal tersebut jika dibandingkan dengan bulan-bulan sebelum adanya Subseksi Pemberdayaan Masyarakat, yang mana pendaftaran tanah baik untuk pertama kali ataupun untuk pemeliharaan data pendaftaran tanah hanya berjumlah kurang dari 300 pendaftar pada tiap bulannya. 
	Tanggapan masyarakat dengan diadakannya Program SMS tersebut sangat beragam sekali. Salah seorang warga masyarakat di Kelurahan Pagenrejo misalnya mengatakan: 
	”Program SMS ini pada dasarnya sangat menguntungkan masyarakat, yang mana masyarakat tidak perlu repot-repot membuat permohonan dan menerka-nerka berapa biaya yang harus dikeluarkan. Dengan program SMS ini semuanya sangat jelas dari mulai biaya sampai kelengkapan surat-surat yang harus dilengkapinya.” 
	 
	Pernyataan masyarakat tersebut adalah realita yang ada tentang proses pendaftaran tanah, jadi selama ini masyarakat merasakan belum adanya keterbukaan mengenai berapa pembiayaan yang harus diserahkan dalam rangka pendaftaran tanah. Dengan adanya penyuluhan dari Staff Subseksi Pemberdayaan Masyarakat masyarakat semakin faham dan mengerti arti penting pendaftaran tanah. Dengan kata lain masyarakat untuk mendaftarkan tanahnya masih merasa kerepotan untuk melengkapi berkas-berkas yang harus dipenuhi dan masih ragu dengan sejumlah uang yang harus dibayarkannya tersebut. 
	Dalam pelaksanaan kegiatan untuk memfasilitasi masyarakat dalam rangka penguatan penguasaan tanah, peranan Sub Seksi Pemberdayaan Masyarakat sangat dominan dalam penyuluhan. Keberhasilan Program Kerja tersebut adalah dengan adanya minat masyarakat yang tumbuh menjadi ikut berpartisipasinya dalam kegiatan tersebut. Hal tersebut dibuktikan dengan banyaknya desa yang mendaftar menjadi peserta SMS (lihat Tabel 9). Kegiatan SMS tersebut dapat dilihat alurnya seperti yang diperlihatatkan pada gambar 3 dibawah ini. 
	 
	Gambar 3: 
	Bagan Alir Kegiatan SMS 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Peranan Sub Seksi Pemberdayaan Masyarakat ditinjau dari Tugas Pokok dan Fungsinya, yaitu dalam penelitian ini hanya sebatas inventarisasi potensi yang belum terealisasi, asistensi yang dilaksanakan berupa penyuluhan dan pemberkasan serta fasilitasi dalam rangka penguatan penguasaan peranannya sama dengan asistensi. Tupoksi tersebut dipadukan dengan makna teori pemberdayaan yang terdiri dari: 
	a. Memungkinkan potensi berkembang; 
	b. Apakah masyarakat bisa memperkuat potensi tersebut; dan 
	c. Apakah masyarakat merasa dilindungi 
	dan fakta yang ada dilapangan berupa kegiatan penyuluhan, SMS, pemberkasan serta pengakuan dari sebagian masyarakat menyatakan bahwa peranan Sub Seksi Pemberdayaan Masyarakat dalam menjalankan tugasnya dalam rangka percepatan pendaftaran tanah sudah sesuai teori dan berjalan sudah menurut Tugas Pokok dan Fungsinya. Hal tersebut bisa dinyatakan kedalam bagan alir seperti yang terlihat pada gambar 4 dibawah ini. 
	Gambar 4 
	Kerangka pikir pemberdayaan masyarakat 
	 
	    Teori tentang Pemberdayaan 
	                   Masyarakat 
	    a, b, dan c dari teori diatas 
	 
	Hasil yang dapat penulis simpulkan dari kerangka pikir diatas terhadap kenyataan atau fakta dilapangan menunjukan bahwa, memungkinkan potensi pemahaman tentang pendaftaran tanah bisa berkembang ( poin a) dan masyarakat merasa dilindungi hak atas tanahnya (poin b) terangkum dalam kegiatan asistensi atau penyuluhan kepada masyarakat. Untuk poin “b” yaitu masyarakat bisa memperkuat potensi yang ada tersebut dengan ikut program SMS. Program tersebut dimaksudkan untuk memberi fasilitas dalam rangka penguatan penguasaan tanah pada masyarakat. 
	Berdasarkan uraian diatas, penulis menyimpulkan bahwa peranan Sub Seksi Pemberdayaan Masyarakat dalam rangka percepatan pendaftaran tanah jelas ada. Namun untuk saat ini, yaitu sampai penulis mengadakan penelitian tersebut jumlah sertipikat yang terbit belum bisa terdata dan hasil percepatan tersebut hanya bisa dilihat dari minat masyarakat yang memohon untuk ikut dalam kegiatan SMS (lihat Tabel 9). Hal tersebut disebabkan pelaksanaan program SMS baru dimulai pada awal tahun 2008, sehingga yang terangkum hanya jumlah peserta yang baru mendaftar sebagai peserta SMS. 

	BAB VI.doc
	BAB VI 
	PENUTUP  
	 
	A. Kesimpulan 
	Jika dilihat dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumya, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa: 
	a. Bahwa peranan Sub Seksi Pemberdayaan Masyarakat dalam melaksanakan tugasnya sesuai Tugas Pokok dan Fungsinya belum bisa terlaksanakan semuanya. Yang terealisasi tugasnya tersebut yaitu kegiatan, asistensi dan fasilitasi dalam rangka penguatan penguasaan itupun berupa penyuluhan. Kegiatan yang belum terealisasi yaitu iventarisasi Potensi 
	b. Program kerja  Sub Seksi Pemberdayaan Masyarakat dalam rangka asistensi terdiri dari: penyuluhan kegiatan SMS, pemberkasan kegiatan SMS, sosialisasi reforma agraria, penyuluhan rutin pertanahan pada tiap kecamatan dan pembentukan POKMASDARTIBNAH serta penyuluhan dan pemberkasan pada kegiatan UKM.  
	Program kerja dalam fasilitasi rangka penguatan penguasaan tanah terdiri dari: Sertipikasi Massal Swadaya (SMS) dan UKM.  
	Program kerja dalam inventarisasi potensibelum berjalan disebabkan Sub Seksi Pemberdayaan Masyarakat sedang sibuk dalam rangka penyelesaian kegiatan SMS.  
	B. Saran 
	Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, maka penulis menyampaikan saran, adapun beberapa saran yang dapat dikemukakan diantaranya adalah: 
	a. Upaya yang ditempuh dalam pemberdayaan masyarakat sudah cukup baik, namun koordinasi antar individu maupun instansi perlu di tingkatkan. Hal ini akan berdampak pada hasil yang semakin meningkat. Sehingga fungsi BPN sebagai pelayan masyarakat semakin baik.  
	b. Peranan Desa atau Kelurahan masih dominan terhadap pelaksanaan Pendaftaran Tanah, sehingga pihak Kantor Pertanahan Kabupaten dan Pemda Kabupaten Purworejo harus membuat kesepakatan dengan Desa atau Kelurahan setempat agar pola kerja sama bisa lebih ditingkatkan lagi.  
	c. Penelitian yang dilakukan masih relatif sempit, yaitu hanya pada kisaran Kabupaten Purworejo. Sehingga masih diperlukan penilitian lebih lanjut tentang pemberdayaan masyarakat pada bidang pertanahan di beberapa kabupaten didalam dan diluar provinsi yang peneliti lakukan. 
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